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Hal
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: Penting

. Penjelasan tentang Informasi Kepada

Laporan Akuntabilitas Kinerja Yth. Ketua Komisioner Komisi

Tahun 2025 pada Indikator Informasi

Kualitas Informasi di
Jakarta

Sehubungan dengan Pengisian Kuesioner Elektronik Monitoring dan
Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi
DKI Jakarta, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada aspek Kualitas Informasi dalam Kuesioner e-Monev PPID terdapat
permintaan data dukung mengenai Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun
2025 berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

2. Kelurahan Cakung Timur tidak menguasai dan tidak mengelola secara
langsung data yang menjadi bahan pelaporan pada indikator Kualitas
Informasi e-Monev PPID.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan

terima kasih.

Tri BudiyaBioy 'S Sos, M.Si
NIP. 187703101998031003

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Camat Kecamatan Cakung
3. Kasudin Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Timur.
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GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt., Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat
waktu. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur menyampaikan
LPPD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pedoman Umum Penyusunan LPPD
Tahun 2025, materi laporan ini memberikan gambaran dan informasi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan, yaitu indikator kinerja makro, indikator kinerja kunci, dan
indikator kunci fungsi penunjang urusan pemerintahan. Hal lain yang disampaikan dalam
laporan ini adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Pelaksanaan
Tugas Pembantuan, dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk
mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2029, yaitu
"Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan
Menyejahterakan Seluruh Warganya”. Upaya tersebut secara nyata berhasil meningkatkan
peringkat Jakarta, karena berdasarkan daftar Global Cities Index (GCI) Tahun 2025, posisi
Jakarta mengalami kenaikan peringkat dari 74 menjadi 71. Pencapaian ini terwujud berkat
kerja keras dan partisipasi masyarakat secara nyata untuk mewujudkan Jakarta menjadi
kota global yang modern, inklusif, dan berdaya saing tinggi sebagai cerminan
penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2025. Semoga Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ini dapat memberikan masukan terhadap perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi dalam menetapkan kebijakan pembangunan dengan
mengoptimalkan potensi dan pengembangan kapasitas daerah Provinsi DKI Jakarta.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
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1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a.

N\

Undang-Undang Pembentukan Daerah

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara diberikan otonomi
khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 25 April 2024
telah terbit Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi
Daerah Khusus Jakarta yang mengatur tentang kekhususan Jakarta
bukan lagi menjadi ibukota negara namun sebagai pusat
perekonomian nasional dan kota global yang menjadi jejaring bisnis
antara Indonesia dan kota lainnya di dunia. Selanjutnya pada 30
November 2024 terbit revisi undang-undang yaitu Undang-Undang
Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Namun pada pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024
dan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 mulai berlaku pada saat
ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus
Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, dengan demikian dasar hukum
pembentukan daerah saat ini masih mempedomani Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2007.

. Data Geografis Wilayah

Kondisi geografis Provinsi DKI Jakarta disajikan dalam bentuk
informasi tentang batas administrasi daerah dan luas wilayah, iklim,

dan geologi.

N\ N\ N\ A\N

N\



A\N

N\

1. Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan
Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan
Pulau, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 (lima) wilayah Kota
Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi dengan luas
keseluruhan wilayah 661,53 km2. Kota Administrasi Jakarta Pusat
dengan luas 47,57 km2, Jakarta Utara dengan luas 147,53 kmz,
Jakarta Barat dengan luas 125 km?, Jakarta Selatan dengan luas
14494 kmz2, Jakarta Timur dengan luas 185,53 km2?, serta
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas 10,95 km2.

Berdasarkan posisi geografisnya, sebelah utara Provinsi DKI
Jakarta berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Tangerang
Provinsi Banten, membentang pantai dari barat sampai ke timur
sepanjang 32 km yang menjadi tempat bermuaranya 13 (tiga
belas) sungai, 2 (dua) kanal, dan 2 (dua) floodway yang berbatasan
dengan Laut Jawa. Sebelah selatan dan timur berbatasan dengan
Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa
Barat. Di sebelah barat berbatasan dengan Kota Tangerang dan
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Gambar 1.1
Peta Saluran Drainase Primer dan Sekunder
Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2026
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cakupan wilayah Sungai

Berdasarkan sistem wilayah sungai, Jakarta berada pada

Ciliwung—Cisadane. Namun, wilayah

fungsional Jabodetabekpunjur berada di 3 (tiga) cakupan wilayah

Sungai, yakni wilayah Sungai Ciliwung—Cisadane, wilayah Sungai

Cidanau—Ciujung—Cidurian, dan wilayah Sungai Citarum.

Jakarta terbagi ke dalam 6 DAS sebagai satu kesatuan sistem

hidrologi, yaitu DAS Angke Pesanggrahan, DAS Buaran, DAS
Cakung, DAS Ciliwung, DAS Krukut, dan DAS Sunter. Sedangkan

untuk sungai lintas provinsi yang mengalir di Jakarta, terdapat 13

aliran sungai besar serta beberapa anak sungai dan kanal buatan

yang lebih kecil. Profil panjang dan lebar masing-masing aliran

sungai dan kanal tersebut ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS)

Provinsi DKI Jakarta
Luas

No. Sungai/Kanal Panjang Permukaan KeeelEmer
(km) (ha) (m)

€] 2 3 4 (O] (6)

1. | Ciliwung 46,2 115,5 2,4 28-62
2. | Kali Grogol 23,6 16,5 - -
3. | Sunter 37,25 108 - -
4. | Krukut 28,75 17,25 1,1 4,6-14
5. | Cakung 20,7 41,4 1,1 4,6-14
6. | Kalibaru Timur 39,2 39,3 0,85 2,3-3,7
7. | Kalibaru Barat 17,7 17,7 0,45 0,02-2,2
8. | Kali Angke 12,81 53,8 2,2 7,4-27
9. | Kali Pesanggrahan 27,3 25,5 2,6 10-22
10. | Cipinang 27,35 46,5 14 3,3-3,5
11. | Buaran 7,9 15,8 1,3 0,4-5,9
12. | Mookervart 7,3 234 2,34 1,3-25
13. | Jati Kramat 3,8 1,9 - -
14. | Banijir Kanal Barat 12,85 77,1 - -
15. | Banijir Kanal Timur 23 138 - -
16. | Cengkareng Drain 7,6 38 - -
17. | Cakung Drain 11,2 67,2 - -
18. | Kali Cideng 17,8 28,5 - -
19. | Ancol 8,3 24,1 - -
20. | Sekretaris 12,6 8,8 - -

Sumber: KLHS RPJMD Jakarta Tahun 2025-2029
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Hulu sungai-sungai pada tabel di atas berada di Provinsi Jawa
Barat dan Banten, sedangkan Jakarta menjadi hilir dari seluruhnya
yang menjadikan Jakarta sebagai kota delta hasil endapan muara
sungai yang secara umum berada di bawah permukaan air laut.
Rata-rata kedalaman sungai-sungai di Jakarta yang tidak lebih dari
2,5 meter mengindikasikan tingginya risiko banijir.
Upaya normalisasi dan pembersihan sungai dan kanal terus
dilakukan disertai infrastruktur kolam retensi/wadah parkir air
(retention basin) berupa waduk, situ, maupun embung yang
dibangun untuk menampung limpasan air hujan. Kolam retensi juga
memiliki fungsi lain, antara lain sebagai air cadangan wilayah
sekitar ataupun destinasi rekreasi. Saat ini, di 5 wilayah administrasi
Jakarta tersebar sejumlah 58 kolam retensi.

Berdasarkan analisis daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup wilayah fungsional, lebih dari 95 persen wilayah
Jakarta telah melampaui daya dukung dan daya tampung air;
dengan ketersediaan air secara signifikan lebih rendah
dibandingkan kebutuhan. Kondisi ini diperburuk oleh kualitas air
sungai di Jakarta yang tergolong dalam kategori cemar sedang
hingga berat, sehingga tidak layak digunakan sebagai sumber air
baku. Ketersediaan air di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar
550.116.002,13 m?¥tahun, sementara total kebutuhan air untuk
keperluan domestik maupun pemanfaatan lahan mencapai
1.036.651.092,35 m3tahun. Adapun masing-masing wilayah
kabupaten dan kota administratif di Jakarta telah melampaui batas
ketersediaan air dengan nilai sebesar 0,63 persen untuk Kepulauan
Seribu, 18,69 persen untuk Jakarta Barat, 7,20 persen untuk
Jakarta Pusat, 22,27 persen untuk Jakarta Selatan, 26,83 persen

untuk Jakarta Timur, dan 20,36 persen untuk Jakarta Utara.

N\ N\ N\ A\N
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2. Iklim

Keadaan Provinsi DKI Jakarta umumnya beriklim panas

dengan suhu udara rata-rata 28,39 °C. Adapun informasi iklim di
Provinsi DKI Jakarta didapat dari data tiga stasiun pengamatan
meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
yang terletak di Kemayoran, Tanjung Priok, dan Halim Perdana
Kusuma. Temperatur Provinsi DKI Jakarta pada Stasiun
Pengamatan Kemayoran di Tahun 2025 tertinggi di bulan Oktober

(33,96 °C) dan terendah di bulan Januari (25,21 °C). Curah hujan
tertinggi di bulan Juli (30,14 mm?) dan terendah di bulan Maret
(5,79 mm?). Kemudian temperatur Provinsi DKI Jakarta pada

Stasiun Pengamatan Tanjung Priok di tahun 2025 tertinggi di bulan

Oktober (33,48 °C) dan terendah bulan September (25,7 °C).
Curah hujan tertinggi di bulan Desember (22,38 mm?) dan terendah
di bulan September (6,36 mm?). Sedangkan temperatur Provinsi

DKI Jakarta pada Stasiun Pengamatan Halim Perdana Kusuma di
Tahun 2025 tertinggi di bulan Oktober (34,05°C) dan terendah di

bulan Desember (23,54°C). Curah hujan tertinggi di bulan Juli
(46,28 mm?) dan terendah di bulan Juni (8,22 mm?).

Selengkapnya suhu maksimum, minimum, dan rata-rata di
Jakarta selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Suhu Udara di Provinsi DKI Jakarta

Menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2025
Stasiun Meteorologi | Stasiun Meteorologi Stasiun Meteorologi
Kemayoran Tanjung Priok Halim Perdana Kusuma

Rata- . Rata- . Rata-
Rata Maks Min Rata Maks Min Rata Maks
(10

(©) ) () (6) @) 8 ©)

Min
(2

@

Januari 25,21 | 28,08 |31,77|25,70 28 31,11 | 24,10 27 30,58
Februari 25,42 | 28,08 |31,50|25,88| 28,19 |31,13| 24,32 27,39 | 31,68
Maret 25,62 | 28,78 |32,53|26,30| 28,71 |32,08| 24,57 28,03 | 32,61
April 25,69 | 27,87 |31,59|26,33| 28,87 |32,51| 24,60 27,97 | 32,75
Mei 25,86 | 28,93 [32,90|26,50| 29,15 |32,74| 24,67 28,04 | 33,11
Juni 25,94 | 28,64 |32,32|26,30| 28,85 |32,49| 24,40 27,69 | 32,41
Juli 25,85 | 28,78 |32,87|25,86| 28,83 |32,70| 23,75 27,75 | 33,21

Agustus 25,61 | 28,47 |32,68|2579| 2854 |32,36| 23,62 | 27,42 | 32,69
September | 26,39 | 28,95 [32,93|25,78| 29,11 |32,84| 23,95 | 28,10 | 33,33
Oktober 29,64 | 29,64 33,96 (26,54 | 29,36 |33,48| 24,36 | 28,77 | 34,05
November | 26,25 | 29,14 |33,35[26,25| 28,93 [32,81| 23,67 | 28,13 | 33,05

Desember | 25,80 | 28,28 [32,06|25,82| 28,41 |31,85| 23,54 27,50 | 32,37
Sumber: https://dataonline.bmkg.go.id (Stasiun Meteorologi Kemayoran, Tanjung Priok, dan Halim), diolah 2026
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Selengkapnya curah hujan di Provinsi DKI Jakarta selama
tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Curah Hujan dan Hari Hujan di Provinsi DKI Jakarta
Menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2025
Stasiun Meteorologi Stasiun Meteorologi Stasiun Meteorologi
Kemayoran Tanjung Priok Halim Perdana Kusuma

Rata-Rata Rata-Rata Rata-Rata
JumlahJumlah Harian JumlahJumlah Harian JumlahJumlah Harian

Curah Hari Penvinaran Curah Hari Penvinaran Curah Hari By
Hujan Hujan y Hujan Hujan 4 Hujan Hujan Maﬁahari

(mm?) (hari) M(arfgn‘;"” (mm?) (hari) M?ﬁg:‘i")"” (mm?) (har) M

() 2 (©) 4 ©) (6) )] 8 ©)] (10)
Januari 29,92 18 2,75 21,7 17 4,36 23,15 6 0
Februari 12,48 21 3,17 11,28 18 4,58 19.05 23 0
Maret 5,79 18 3,17 8,66 16 4,47 9,57 18 0
April 9,92 16 4,14 17,40 15 5,84 15,96 20 0
Mei 16,23 19 4,83 12,04 16 5,97 22,25 19 0
Juni 9,31 16 3,1 6,86 12 5,75 8,22 17 0
Juli 30,14 10 5,65 10,77 9 6,57 46,28 11 0
Agustus 15,59 14 541 10,43 11 6,55 18,02 10 0
September | 6,05 12 3,58 6,36 8 6,47 34,40 12 0
Oktober 16,08 13 5,66 10,85 13 6,32 18,93 16 0
November | 11,91 13 4,11 15,88 13 5,18 16,42 17 0
Desember | 14,61 15 3,62 22,38 12 5,06 23,17 22 0

Sumber: https://dataonline.bmkg.go.id (Stasiun Meteorologi Kemayoran, Tanjung Priok, dan Halim), diolah 2026

Dari data di atas diketahui rata-rata suhu udara di Jakarta
selama tahun 2025 sebesar 28,39°C dengan rata-rata suhu

maksimum dan minimum sebesar 33,83 °C dan 24,81°C. Suhu
terendah selama tahun 2025 terjadi di bulan Desember tidak rata-
sejalan dengan banyaknya frekuensi hujan yang turun selama
bulan tersebut, frekuensi hujan paling banyak di bulan Februari.
3. Geologi

Wilayah daratan Provinsi DKI Jakarta berada dalam wilayah
Cekungan Air Tanah (CAT) Jakarta yang terbentang antara
106°36°32.54“ dan 107°4‘4.78" Bujur Timur serta antara 6°0'43.50“
dan 6°26°58.23" Lintang Selatan. CAT Jakarta dengan luas wilayah
1.439 km2 ini merupakan CAT yang sebarannya mencapai Kota
Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kabupaten Bekasi
dan Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air
Tanah di Indonesia. Secara geologis, wilayah cekungan air tanah ini
dibatasi oleh lapisan kedap air dari kala miosen yang naik ke
permukaan di kawasan Tangerang, Depok dan Bekasi. Gambar 1.2
menunjukkan batasan wilayah CAT Jakarta beserta batasan daerah

imbuhan dan lepasannya.
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CAT Jakarta terdiri dari beberapa lapisan akuifer dengan
kedalaman yang berbeda-beda. Setiap lapisan akuifer dibatasi oleh
lapisan akuitard yang memiliki permeabilitas air rendah.
Berdasarkan satuan hidrogeologi dan kedalamannya, lapisan
akuifer CAT Jakarta secara umum dapat dibagi menjadi dua
kelompok yang terdiri dari 4 (empat) zona, yaitu:

a) Kelompok akuifer dangkal/tidak tertekan dengan kedalaman
sampai 40 meter (zona 1). Lapisan akuifer ini disusun oleh
lapisan tanah berjenis lempung, lempung pasiran, lempung pasir
tufaan, pasir lempungan, pasir dan kerikil.

b) Kelompok akuifer dalam/tertekan dengan kedalaman lebih dari
40 meter, yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) zona:

1) Zona 2: Akuifer tertekan atas yang diapit oleh dua lapisan
akuitard dengan kedalaman mencapai 150 meter. Lapisan
akuifer ini terdiri dari 4 satuan lapisan tanah yang berbeda.
Lapisan pertama dan kedua terdiri dari lempung keras,
lempung pasiran, pasir, kerikil batu pasir dan konglomerat.
Lapisan ketiga dan keempat terdiri dari lempung, lempung
pasiran, pasir kuarsa, dan lempung keras.

2) Zona 3. Akuifer tertekan tengah yang berada di bawah
kelompok akuifer tertekan atas dan juga diapit oleh dua
lapisan akuitard dengan kedalaman mencapai 250 meter.
Lapisan akuifer ini tersusun atas lempung pasiran, pasir
lempungan, pasir kuarsa, kerikil, dan lempung.

3) Zona 4: Akuifer tertekan bawah yang diapit oleh lapisan
akuitard dan lapisan batuan dasar dari kala Miosen dengan
kedalaman di bawah 250 meter. Lapisan akuifer ini tersusun
atas lempung pasiran, lempung berkerikil, dan konglomerat.

Umumnya akuifer ini tidak produktif.

N\ N\ N\ A\N



Gambar 1.2
Cekungan Air Tanah Provinsi DKI Jakarta

s

Sumber: KLHS RPJMD Jakarta Tahun 2025-2009

Skema sederhana lapisan akuifer Jakarta dapat dilihat di
Gambar 1.3. Lapisan-lapisan akuifer ini tidak merata tersebar di
seluruh kawasan Jakarta. Kedalaman setiap lapisan pun dapat
berbeda-beda, tergantung dari lapisan dan jenis tanah
penampungnya.

Gambar 1.3
Skema Sederhana Penampang
Cekungan Air Tanah Jakarta dari Selatan ke Utara
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Sumber: http://geomagz.geologi.esdm.go.id/air-tanah-dan-pembangunan
bawah-tanah-jakarta/
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Sebagai cekungan air tanah yang terdapat di kawasan pantai,
lapisan akuifer di Jakarta, terutama lapisan akuifer tidak tertekan,
bersinggungan langsung dengan air laut di kawasan utara. Dalam
keadaan alami, terdapat gradien hidrolik yang umumnya mengarah
ke laut, sehingga air tawar dalam akuifer mengalir ke arah laut dan
air laut tidak serta-merta masuk ke dalam lapisan akuifer. Hanya di
daerah transisi, tempat persinggungan antara akuifer dan air laut,
air tanah berubah menjadi air payau karena adanya proses
pencampuran.

Provinsi DKI Jakarta terletak pada dataran rendah dengan
ketinggian rata-rata 7 meter di atas permukaan laut. Sekitar 40
persen wilayah Provinsi DKI Jakarta berupa dataran yang
permukaan tanahnya berada 1-1,5 meter di bawah muka laut
pasang. Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam satuan morfologi
dengan kemiringan lereng 0-0,5 persen dan ketinggian kurang dari
10 meter di daerah pantai hingga 70 meter di bagian selatan
Jakarta mendekati Bogor.

Ragam elevasi wilayah Provinsi DKI Jakarta ditampilkan pada
gambar di bawah.

Gambar 1.4
Topografi di Provinsi DKI Jakarta

5
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Sumber: Ketinggian Lahan Wilayah Provinsi DKI Jakarta, 2026
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Ditinjau dari data kontur, meskipun sebagian besar wilayah
Provinsi DKI Jakarta dikatakan relatif datar, akan tetapi terdapat
beberapa titik wilayah yang memiliki kontur bergelombang. Kondisi
ini erat kaitannya dengan potensi bencana banjir/genangan air.
Wilayah-wilayah ~ dengan  kontur  bergelombang tentunya
memerlukan rekayasa saluran air maupun pompa air yang
memadai sehingga aliran air dapat diarahkan ke laut. Beberapa titik
wilayah yang diperkirakan memiliki kontur bergelombang tersebar di
Jakarta Pusat (Kecamatan Gambir, Menteng, Tanah Abang, dan
Senen), Jakarta Selatan (Kecamatan Setiabudi, Pancoran,
Mampang, Cilandak, Kebayoran Lama, dan Kebayoran Baru),
Jakarta Barat (Kecamatan Grogol Petamburan, Kembangan,
Tambora, dan Cengkareng), Jakarta Timur (Kecamatan Cakung,
Pulo Gadung, dan Makasar-HLP) dan Jakarta Utara (Kecamatan
Pademangan, Kelapa Gading, Penjaringan dan Cilincing).

Jumlah Penduduk

Data kependudukan merupakan data strategis yang dapat
digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan,
penyusunan kebijakan publik, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Data kependudukan yang disajikan
mencerminkan kondisi penduduk Provinsi DKI Jakarta berdasarkan
Data Kependudukan Bersih (DKB) yang diperoleh dari hasil
pengolahan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK) dan konsolidasi data oleh Direktorat Jenderal Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Data tersebut
dihimpun dari seluruh kabupaten/kota administrasi di Provinsi DKI
Jakarta yang meliputi data jumlah penduduk Warga Negara Indonesia
(WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dengan pengelompokan
berdasarkan jenis kelamin, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan
penduduk, serta rasio jenis kelamin. Pengelolaan dan pemutakhiran
data kependudukan dilakukan secara berkelanjutan melalui pelayanan
administrasi kependudukan, pelaporan peristiwva kependudukan dan

pencatatan sipil, serta konsolidasi data secara Nasional.
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Tabel 1.4
Data Penduduk (WNI dan WNA)
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2025

Tahun
2023 2024
(1) ) () (4) () (6)

Laki-laki 5.660.029 | 5.683.201 | 5.689.207 | 5.542.590 | 5.526.636
Perempuan 5.608.892 | 5.644.637 | 5.657.101 | 5.504.001 | 5.492.361
Jumlah 11.268.921 | 11.327.838 | 11.346.308 | 11.046.591 | 11.018.997
Pertumbuhan/ 67.800 58.917 18.470 -299.717 -27.594
Persen (0,60%) (0,52%) (0,16%) (-2,64%) (-0,25%)
Densitas (Ribu 17.014,06 | 17.131,46 | 17.165,84 | 16.712,39 | 16.670,65
jiwa/km?)
Sex Ratio 100,88 100,65 100,53 100,66 100,58

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Tabel di atas menggambarkan perkembangan jumlah penduduk
dan karakteristik demografis utama pada periode 2021 sampai dengan
Semester | Tahun 2025. Secara umum, jumlah penduduk DKI Jakarta
menunjukkan tren meningkat pada 2021-2023, kemudian menurun
pada 2024 dan kembali menurun tipis pada Semester | 2025. Total
penduduk 11.268.921 (2021),
11.327.838 jiwa (2022), dan mencapai 11.346.308 jiwa (2023).
Setelah itu, terjadi penurunan menjadi 11.046.591 jiwa (2024) dan
pada Semester | 2025 menjadi 11.018.997 jiwa.

Dari sisi dinamika pertumbuhan, laju pertumbuhan penduduk

berturut-turut  tercatat jiwa

melambat pada periode 2021-2023, yaitu 0,60 persen (bertambah
67.800 jiwa) pada 2021, 0,52 persen (bertambah 58.917 jiwa) pada
2022 dan 0,16 persen (bertambah 18.470 jiwa) pada 2023. Memasuki
2024, pertumbuhan menjadi negatif -2,64 persen (berkurang
299.717 jiwa), dan pada Semester | 2025 masih negatif -0,25 persen
(berkurang 27.594

perubahan dinamika kependudukan yang perlu menjadi perhatian

jiwa). Kondisi ini mengindikasikan adanya

dalam penguatan kebijakan dan layanan administrasi kependudukan.
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Dilihat dari kepadatan, DKI Jakarta tetap berada pada kategori
wilayah dengan tingkat densitas penduduk sangat tinggi. Kepadatan
penduduk sempat meningkat seiring kenaikan jumlah penduduk
hingga 2023, kemudian menurun pada 2024 dan Semester | 2025
sejalan dengan penurunan jumlah penduduk. Informasi densitas ini
penting sebagai acuan penguatan layanan kependudukan dan
pencatatan sipil, terutama dalam penataan beban layanan,
penyediaan sarana prasarana pelayanan, serta optimalisasi layanan
digital di wilayah dengan konsentrasi penduduk tinggi.

Dari aspek spasial, kepadatan penduduk (densitas) DKI Jakarta
berada pada level sangat tinggi, yaitu sekitar 16,9-17,2 ribu jiwa/km?2.
Densitas meningkat dari 17.014,06 (2021) menjadi 17.165,84 (2023),
lalu menurun menjadi 16.712,39 (2024) dan 16.670,65 (Semester |
2025). Secara umum, data ini menggambarkan bahwa setelah
pertumbuhan moderat pada 2021-2023, DKI Jakarta mengalami
penurunan jumlah penduduk pada 2024 dan berlanjut sedikit menurun
pada Semester 1 2025, dengan komposisi gender tetap stabil dan
seimbang. Data ini menegaskan bahwa DKI Jakarta tetap merupakan
wilayah dengan konsentrasi penduduk tinggi, dengan kebutuhan
penguatan layanan Dukcapil yang adaptif terhadap perubahan jumlah
penduduk dan beban pelayanan, khususnya pada periode pasca-
2023.

Dari aspek komposisi penduduk, struktur penduduk DKI Jakarta
relatif seimbang dan stabil antara laki-laki dan perempuan. Hal ini
ditunjukkan oleh nilai sex ratio yang konsisten, yang berarti
perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan berada
pada kisaran yang stabil dari tahun ke tahun. Jumlah laki-laki bergerak
dari 5.660.029 jiwa (2021) menjadi 5.689.207 jiwa (2023), lalu turun
5.542.590 jiwa (2024) dan 5.526.636 jiwa (Semester | 2025).
Sementara perempuan dari 5.608.892 jiwa (2021) menjadi 5.657.101
jiwa (2023), kemudian turun 5.504.001 jiwa (2024) dan 5.492.361 jiwa
(Semester | 2025). Nilai sex ratio konsisten 101, yang
menggambarkan perbandingan laki-laki dan perempuan yang relatif
tetap. Kondisi tersebut mencerminkan keseimbangan komposisi
gender dan menjadi dasar penting dalam perencanaan pelayanan
administrasi kependudukan maupun penyusunan kebijakan pelayanan
publik.
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Tabel I.5
Data Penduduk (WNI)
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2025

Tahun
2023 2024
(1) ) () (4) () (6)

Laki-laki 5.655.534 | 5.676.955 | 5.683.739 | 5.537.335 | 5.521.290
Perempuan 5.606.061 | 5.640.316 | 5.653.824 | 5.500.881 | 5.489.224
Jumlah 11.261.595 | 11.317.271 | 11.337.563 | 11.038.216 | 11.010.514
Pertumbuhan/ 64.962 55.676 20.292 -299.347 -27.702
Persen (0,58%) (0,49%) (0,18%) (-2,64%) (-0,25%)
Densitas (Ribu 17.014,06 | 17.115,48 | 17.152,60 | 16.699,72 | 16.657,81
jiwa/km?)
Sex Ratio 100,88 100,65 100,53 100,66 100,58

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

N\

Selain itu, data juga menunjukkan bahwa penduduk DKI Jakarta
didominasi oleh WNI, sedangkan proporsi WNA relatif kecil terhadap
total penduduk. Dengan demikian, secara umum dinamika
kependudukan DKI Jakarta pada periode tersebut ditandai oleh tren
kenaikan hingga 2023, koreksi penurunan pada 2024, serta stabilisasi
dengan penurunan terbatas pada Semester | 2025, dengan komposisi
gender yang stabil dan kepadatan penduduk yang tetap sangat tinggi.

Untuk penduduk WNI,

kecenderungan yang relatif serupa. Jumlah penduduk WNI pada tahun

pola perubahannya menunjukkan

2021 tercatat sebesar 11.261.595 jiwa, meningkat hingga pada tahun
2023 menjadi 11.337.563

mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 11.038.216 jiwa

jiwa. Selanjutnya, jumlah tersebut
(turun -2,64 persen) dan kembali menurun pada Semester | Tahun
2025 menjadi 11.010.514 jiwa (sekitar -0,25 persen dibandingkan
tahun 2024). Selisih antara jumlah penduduk total (WNI dan WNA)
dengan penduduk WNI berada pada kisaran +4.488-10.567 jiwa atau
sekitar 0,04-0,09 persen dari total penduduk. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa struktur penduduk Provinsi DKI Jakarta didominasi

oleh WNI, sedangkan kontribusi penduduk WNA relatif sangat kecil.
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d. Jumlah Kabupaten/Kota

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara memiliki status
khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai dengan saat ini
Provinsi DKI Jakarta masih menyandang status sebagai daerah
khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom yang
kewenangannya berada pada tingkat provinsi.

Kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta merupakan kabupaten/
kota administrasi yang merupakan bagian dari perangkat daerah
Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan
Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan
Pulau, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi lima kota administrasi dan
satu kabupaten administrasi, yaitu: Kota Administrasi Jakarta Pusat,
Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, dan
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Gambar 1.5
Peta Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta

AN
aticune 2 3 oAz
Fapiaien sires y \

Hagenvs
3 POXIABAT GUTE RAaIR PROWMS
DAERAR KOS 1B (AR AN

Sumber: RTRW Provinsi DKI Jakarta 2024-2045
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Wilayah kabupaten/kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta
dibagi ke dalam 44 (empat puluh empat) kecamatan dan selanjutnya
wilayah kecamatan dibagi ke dalam 267 (dua ratus enam puluh tujuh)
kelurahan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan koordinasi pelayanan
pemerintah terhadap masyarakat. Selain itu, kelurahan juga dibantu
oleh lembaga kemasyarakatan kelurahan Rukun Warga (RW) yang
dibentuk melalui musyawarah RW dan ditetapkan oleh Lurah serta
Rukun Tetangga (RT) yang dibentuk melalui musyawarah RT. Untuk
membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
juga dibentuk Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) yang anggota-
anggotanya dipilih secara demokratis. Diharapkan LMK dapat menjadi
forum dan media bagi masyarakat untuk memusyawarahkan
penyampaian aspirasi, pergerakan partisipasi dan solidaritas
masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penyelesaian masalah sosial
kemasyarakatan, serta membantu pemerintah dalam
menyosialisasikan peraturan perundang-undangan dan program
lainnya.

Berikut merupakan data jumlah kecamatan, kelurahan, Rukun
Warga, Rukun Tetangga, dan Lembaga Musyawarah Kelurahan di
Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025:

Tabel 1.6
Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga,
Rukun Tetangga, dan Lembaga Musyawarah Kelurahan
di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025
Luas
Area

2
(km) Kec | Kel RW RT LMK

Jumlah

Kota/Kabupaten

2, Administrasi

()] 2 (©) 4 ®) (6) @) 8
1. | Jakarta Pusat 47,57 8 44 386 | 4.525 385
2. | Jakarta Utara 147,53 6 31 460 | 5.315 449
3. | Jakarta Barat 125 8 56 590 | 6.536 583
4. | Jakarta Selatan 144,94 10 65 578 | 6.040 569
5. | Jakarta Timur 185,53 10 65 711 | 7.953 708
6. | Kepulauan Seribu 10,95 2 6 24 127 24
Jumlah 661,53 44 | 267 | 2.749 | 30.496 | 2.718

Sumber: Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026
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e.

Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia mengamanatkan bahwa Provinsi DKI
Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki kewenangan khusus
kelembagaan Perangkat Daerah. Selain itu, kota dan kabupaten yang
ada di Provinsi DKI Jakarta bukanlah daerah otonom, melainkan
bersifat administrasi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, jumlah
perangkat daerah yang ada di Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak
42 (empat puluh dua) perangkat daerah, yaitu:

Tabel 1.7
Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah

@) 2 (©) 4
1. | Sekretariat Daerah 22. | Dinas Kebudayaan
2. | Sekretariat DPRD 23. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3. | Inspektorat 24. | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. | Dinas Pendidikan 25. | Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
5. | Dinas Kesehatan 26. | Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6. | Dinas Bina Marga 27. | Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
7. | Dinas Sumber Daya Air 28. | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
8. | Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, 29. | Badan Pendapatan Daerah
dan Pertanahan
9. | Dinas Perumahan Rakyat 30. | Badan Pengelolaan Aset Daerah
dan Kawasan Permukiman
10. | Satpol PP 31. | Badan Pembinaan Badan Usaha Milik
Daerah
11. | Dinas Penanggulangan Kebakaran 32. | Badan Pelayanan Pengadaan Barang/
dan Penyelamatan Jasa
12. | Dinas Sosial 33. | Badan Kepegawaian Daerah
13. | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, 34. | Badan Pengembangan Sumber Daya
dan Energi Manusia
14 | Dinas Pemberdayaan, Perlindungan 35. | Badan Penanggulangan Bencana
Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah
15. | Dinas Ketahanan Pangan, 36. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kelautan, dan Pertanian
16. | Dinas Lingkungan Hidup 37. | Kota Administrasi Jakarta Pusat
17. | Dinas Kependudukan 38. | Kota Administrasi Jakarta Utara
dan Pencatatan Sipil
18. | Dinas Perhubungan 39. | Kota Administrasi Jakarta Barat
19. | Dinas Komunikasi, Informatika, 40. | Kota Administrasi Jakarta Selatan
dan Statistik
20. | Dinas Penanaman Modal 41. | Kota Administrasi Jakarta Timur
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21. | Dinas Pemuda dan Olahraga 42. | Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu

Sumber: Biro Organisasi, Reformasi, dan Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026
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Sedangkan untuk jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta saat ini terdiri dari jabatan struktural, fungsional,
dan pelaksana yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta sebanyak
68.019 (enam puluh delapan ribu sembilan belas) orang, lebih
jelasnya dapat disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 1.8
ara di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Rincian ASN

Rincian Aparatur Sipil Neg

Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan/

Fungsi Penunjang

Struktural  Fungsional Pelaksana

@ @ (©) 4 ©) (6) @)
1. Dinas Pendidikan Pendidikan 295 35.465 2.691 38.451
2. Dinas Kesehatan Kesehatan 262 4.793 1.888 6.943
3. Dinas Bina Marga Pekerjaan Umum 44 5 398 447
dan Penataan Ruang
4, Dinas Sumber Daya Pekerjaan Umum 56 2 429 487
Air dan Penataan Ruang
5. Dinas Cipta Karya 1) Pekerjaan Umum 94 74 452 620
Tata Ruang dan dan Penataan
Pertanahan Ruang
2) Pertanahan
6. Dinas Perumahan Perumahan Rakyat 74 8 275 357
Rakyat dan Kawasan dan Kawasan
Permukiman Permukiman
7. Satuan Polisi Pamong Ketenteraman, 96 663 3.493 4,252
Praja Ketertiban Umum
dan Perlindungan
Masyarakat
8. Dinas Penunjang Urusan 87 882 1.366 2.335
Penanggulangan Pemerintahan
Kebakaran dan
Penyelamatan
9. Dinas Sosial Sosial 83 100 454 637
10. | Dinas Tenaga Kerja, 1) Tenaga Kerja 63 193 224 480
Transmigrasi dan 2) Energi dan Sumber
Energi Daya Mineral
3) Transmigrasi
11. | Dinas Pemberdayaan, | 1) Pemberdayaan a7 97 173 317
Perlindungan Anak Perempuan dan
dan Pengendalian Perlindungan Anak
Penduduk 2) Pemberdayaan
Masyarakat
dan Desa
3) Pengendalian
Penduduk
dan Keluarga
Berencana
12. | Dinas Ketahanan 1) Pangan 48 50 226 324
Pangan, Kelautan dan 2) Kelautan
Pertanian dan Perikanan
3) Pertanian
13. | Dinas Lingkungan Lingkungan Hidup 55 64 437 775
Hidup
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Urusan Pemerintahan/

Rincian ASN

No. Perangkat Daerah Fungsi Penunjang
Struktural ~ Fungsional Pelaksana
)] (&) (©) 4) ®) (6) )]
14. | Dinas Kependudukan Administrasi 83 23 296 402
dan Catatan Sipil Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
15. | Dinas Perhubungan Perhubungan 84 82 1.106 1.272
16. | Dinas Komunikasi, 1) Komunikasi 45 55 163 263
Informatika dan dan Informatika
Statistik 2) Statistik
3) Persandian
17. | Dinas Penanaman 1) Penanaman Modal 373 255 530 1158
Modal dan Pelayanan 2) Perdagangan
Terpadu Satu Pintu
18. | Dinas Pemuda Kepemudaan 46 13 205 264
dan Olahraga dan Olahraga
19. | Dinas Kebudayaan Kebudayaan 52 40 164 256
20. | Dinas Perpustakaan 1) Perpustakaan 32 92 115 239
dan Kearsipan 2) Kearsipan
21. | Dinas Pariwisata Pariwisata 48 16 155 219
dan Ekonomi Kreatif
22. | Dinas Pertamanan dan | Kehutanan 52 23 400 475
Hutan Kota
23. | Dinas Perindustrian, 1) Koperasi, 59 60 208 327
Perdagangan, Usaha Kecil
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
dan Menengah 2) Perdagangan
3) Perindustrian
4) Kepemudaan
dan Olahraga
24. | Badan Perencanaan 1) Perencanaan 24 90 125 239
Pembangunan Daerah | 2) Penelitian dan
Pengembangan
25. | Badan Pengelolaan 1) Perencanaan 30 15 218 263
Keuangan Daerah dan Keuangan
2) Manajemen
Keuangan
3) Transparansi dan
Partisipasi Publik
26. | Badan Pendapatan Manajemen Keuangan 142 6 638 786
Daerah
27. | Badan Pengelolaan Manajemen Keuangan 44 10 208 262
Aset Daerah
28. | Badan Pembinaan Penunjang Urusan 8 9 48 65
Badan Usaha Milik Pemerintahan
Daerah
29. | Badan Pelayanan 1) Pengadaan 28 98 79 205
Pengadaan 2) Perumahan Rakyat
Barang/Jasa dan Kawasan
Permukiman
30. | Badan Kepegawaian Kepegawaian 24 64 185 273
Daerah
31. | Badan Pengembangan | Penunjang Urusan 11 38 67 116
Sumber Daya Manusia | Pemerintahan
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Rincian ASN

Urusan Pemerintahan/

No. Perangkat Daerah Fungsi Penunjang
Struktural ~ Fungsional Pelaksana
(€] 2 3 4 )] (6 @
32. | Badan Ketenteraman, 14 2 66 82
Penanggulangan Ketertiban Umum
Bencana Daerah dan Perlindungan
Masyarakat
33. | Badan Kesatuan Penunjang Urusan 20 20 71 111
Bangsa dan Politik Pemerintahan
34. | Inspektorat Perencanaan 22 166 92 280
dan Keuangan
35. | Sekretariat Daerah Pendukung Urusan 88 99 412 599
Pemerintahan
36. | Sekretariat DPRD Pendukung Urusan 17 6 78 101
Pemerintahan
37. | Kota Adm. Jakarta Kewilayahan 307 30 200 537
Pusat
38. | Kota Adm. Jakarta Kewilayahan 364 15 266 645
Barat
39. | Kota Adm. Jakarta Kewilayahan 224 19 183 426
Utara
40. | Kota Adm. Jakarta Kewilayahan 425 20 431 876
Selatan
41 | Kota Adm. Jakarta Kewilayahan 430 24 446 900
Timur
42. | Kab. Adm. Kep. Seribu | Kewilayahan 71 7 94 172
Total Pegawai Provinsi DKI Jakarta Tahun 4471 43.793 19.755 68.019
2025

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 56 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025, ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 sebesar
Rp91.344.891.241.214,- (sembilan puluh satu triliun tiga ratus empat
puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus
empat puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah) yang terdiri atas
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
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Pada fase Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, terdapat
perubahan total APBD menjadi Rp91.862.889.462.412,- (sembilan
puluh satu triliun delapan ratus enam puluh dua miliar delapan ratus
delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu empat
ratus dua belas rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI
Jakarta Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan
Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025.

Pertanggungjawaban penggunaan dana APBD Tahun Anggaran
2025 salah satunya disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi
Anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan
realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi
Anggaran terdiri atas pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan
yang dicatat berdasarkan basis kas. Secara lebih rinci dapat
dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang
bersangkutan. Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun
Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp84.454.424.378.366,-
(delapan puluh empat triliun empat ratus lima puluh empat miliar
empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan
ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah). Realisasi sampai dengan
akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp80.022.163.365.406,-
(delapan puluh triliun dua puluh dua miliar seratus enam puluh tiga
juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam rupiah) atau
94,75 persen. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar
Rp7.070.071.069.253,- (tujuh triliun tujuh puluh miliar tujuh puluh
satu juta enam puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga
rupiah) atau 9,69 persen jika dibandingkan dengan periode yang
sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp72.952.092.296.153,-
(tujuh puluh dua triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar
sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu
seratus lima puluh tiga rupiah).
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2. Belanja Daerah dan Transfer

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2025
dianggarkan sebesar Rp85.979.175.838.982,- (delapan puluh lima
triliun sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh
lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus
delapan puluh dua rupiah). Realisasi Belanja Daerah dan Transfer
Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp76.098.166.727.883,- (tujuh
puluh enam triliun Sembilan puluh delapan miliar seratus enam
puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus
delapan puluh tiga rupiah) atau 88,51 persen. Apabila realisasi
Belanja Daerah dan Transfer tersebut dibandingkan dengan
realisasi Tahun Anggaran 2024 yang jumlahnya tercatat
Rp70.012.717.839.886,- (tujuh puluh triliun dua belas miliar tujuh
ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu
delapan ratus delapan puluh enam rupiah), maka realisasi Belanja
Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan
sebesar Rp6.085.448.887.997,- (enam triliun delapan puluh lima
miliar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan
puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau
8,69 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Belanja Daerah
dan Transfer tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan

tahun sebelumnya.

. Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2025 sebesar
Rpl1.889.424.430.333,- (satu triliun delapan ratus delapan puluh
sembilan miliar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga
puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Rincian realisasi
Pembiayaan adalah sebagai berikut:

a) Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar
Rp7.333.465.147.643,- (tujuh triliun tiga ratus tiga puluh tiga
miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh
tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) atau 98,99 persen
dari anggaran sebesar Rp7.408.465.084.046,- (tujuh triliun
empat ratus delapan miliar empat ratus enam puluh lima juta

delapan puluh empat ribu empat puluh enam rupiah).
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Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran

2024 terdiri atas:

1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 yang
tercatat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
sebesar Rp4.433.850.834.046,- (empat trilun empat ratus tiga
puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus
tiga puluh empat ribu empat puluh enam rupiah) atau 100
persen;

2) Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
sebesar sebesar Rp2.899.546.263.597,- (dua triliun delapan
ratus Sembilan puluh Sembilan miliar lima ratus empat puluh
enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus Sembilan
puluh tujuh rupiah) atau 97,48 persen;dan

3) Penerimaan kembali investasi non permanen sebesar
Rp68.050.000,- (enam puluh delapan juta lima puluh ribu
rupiah) atau 240,88 persen.

b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

sebesar sebesar Rp5.444.040.717.310,- (lima triliun empat ratus
empat puluh empat miliar empat puluh juta tujuh ratus tujuh belas
ribu tiga ratus sepuluh rupiah) atau 92,53 persen dari anggaran
sebesar Rp5.883.713.623.430,- (lima triliun delapan ratus
delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus
dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah). Realisasi

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar
Rp3.516.653.117.312,- (tiga triliun lima ratus enam belas
miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu
tiga ratus dua belas rupiah) atau 90,12 persen dari anggaran
sebesar Rp3.902.043.000.000,- (tiga triliun sembilan ratus dua

miliar empat puluh tiga juta rupiah;dan
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2) Pembayaran Pokok Pinjaman Jatuh Tempo sebesar
Rp1.927.387.599.998,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh
tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus
sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh
delapan rupiah) atau 97,26 persen dari target sebesar
Rp1.981.670.623.430,- (satu triliun sembilan ratus delapan
puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus dua

puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
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Tabel 1.9
Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited)
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Realisasi per Realisasi per
31 Desember 2025 31 Desember 2024
INETNEWAC)] Anggaran 2025 (Unaudited) (Audited)
(Rp)

@ 1@ |6 4 &) (6) @) ®)
4 PENDAPATAN DAERAH 84.454.424.378.366 80.022.163.365.406 94,75 72.952.092.296.153
4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 54.199.198.343.005 51.217.751.587.160 94,50 50.742.019.272.748
4 1 | 01 | Pajak Daerah 48.000.000.000.000 43.976.692.300.491 91,62 | 44.448.074.892.860
4 1 | 02 | Retribusi Daerah 1.396.295.297.541 1.527.340.778.247 109,39 713.719.914.820
4 1 03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 774.000.000.000 746.797.256.643 96,49 653.700.898.761
4 1 | 04 | Lain-lain PAD yang Sah 4.028.903.045.464 4.966.921.251.779 123,28 4.926.523.566.307
4 2 PENDAPATAN TRANSFER 30.082.649.167.361 28.731.039.966.527 95,51 21.620.905.241.381

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 30.082.649.167.361 28.731.039.966.527 95,51 | 21.620.905.241.381
4 2 | 06 | Insentif Fiskal 31.797.533.000 31.797.533.000 100 44.090.217.000
4 2 | 07 | Dana Bagi Hasil 26.330.617.720.361 25.122.368.985.960 95,41 | 18.032.588.917.639
4 2 | 08 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 348.572.105.000 315.895.075.487 90,63 368.173.270.201
4 2 | 09 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 3.371.661.809.000 3.260.978.372.080 96,72 3.176.052.836.541
4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 172.576.868.000 73.371.811.719 42,52 589.167.782.024
4 3 | 01 | Pendapatan Hibah 172.576.868.000 73.371.811.719 42,52 589.167.782.024
5 BELANJA DAERAH 85.979.175.838.982 76.098.166.727.883 88,51 | 70.012.717.839.886
5 1 BELANJA OPERASI 67.401.436.935.434 62.570.401.731.370 92,83 | 58.623.935.516.823
5 1 | 01 | Belanja Pegawai 21.494.737.417.693 19.301.032.486.459 89,79 | 19.190.554.701.043
5 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa 31.382.423.238.857 29.477.791.218.546 93,93 | 26.572.367.215.305
5 1 | 03 | Belanja Bunga 143.000.000.000 135.296.792.983 94,61 180.738.864.995
5 1 | 04 | Belanja Subsidi 7.011.138.070.237 6.400.125.803.269 91,29 5.875.837.590.937
5 1 | 05 | Belanja Hibah 3.014.479.982.073 2.956.151.398.645 98,07 3.307.808.095.906
5 1 | 06 | Belanja Bantuan Sosial 4.355.658.226.574 4.300.004.031.468 98,72 3.496.629.048.637
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Nama Akun

Anggaran 2025

Realisasi per
31 Desember 2025

(Unaudited)
(Rp)

Realisasi per
31 Desember 2024
(Audited)

(Rp)

©)

4)

®)

(6)

@)

®)

@13
5 2 BELANJA MODAL 15.253.239.613.507 13.150.870.521.953 86,22 11.004.785.255.543
5 2 01 | Belanja Modal Tanah 1.160.296.526.916 571.679.433.959 49,27 433.525.287.650
5 2 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.792.579.523.139 3.491.639.687.466 92,07 2.961.717.289.383
5 2 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.322.655.246.961 3.679.422.170.228 85,12 2.385.010.773.455
5 2 04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.652.339.335.329 5.114.120.504.448 90,48 4,975.949.887.118
5 2 05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 169.044.104.138 157.143.068.478 92,96 119.496.671.697
5 2 06 | Belanja Modal Aset Lainnya 156.324.877.024 136.865.657.374 87,55 129.085.346.240
5 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.947.599.618.521 - - -
5 3 01 | Belanja Tidak Terduga 2.947.599.618.521 - - -
5 4 BELANJA TRANSFER 376.899.671.520 376.894.474.560 100 383.997.067.520
5 4 02 | Belanja Bantuan Keuangan 376.899.671.520 376.894.474.560 100 383.997.067.520
SURPLUS/DEFISIT (1.524.751.460.616) 3.923.996.637.523 2.939.374.456.267
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 7.408.465.084.046 7.333.465.147.643 98,99 9.343.797.504.127
6 1 01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 4.433.850.834.046 4.433.850.834.046 100 6.542.421.120.069
6 1 04 | Penerimaan Pinjaman Daerah 2.974.586.000.000 2.899.546.263.597 97,48 2.801.304.537.758
6 1 05 | Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen 28.250.000 68.050.000 240,88 71.846.300
6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.883.713.623.430 5.444.040.717.310 92,53 7.849.321.126.348
6 2 02 | Penyertaan Modal Daerah 3.902.043.000.000 3.516.653.117.312 90,12 5.988.136.019.949
6 2 03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 1.981.670.623.430 1.927.387.599.998 97,26 1.861.185.106.399

PEMBIAYAAN NETO

1.524.751.460.616

1.889.424.430.333

1.494.476.377.779

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

5.813.421.067.856

4.433.850.834.046

Sumber:

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026
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1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat informasi yang meliputi permasalahan strategis

pemerintah daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, program

pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka

menengah, serta kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen

perencanaan tahunan.

a.

A\N

Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah
Permasalahan pembangunan merupakan perbedaan/
kesenjangan (gap) antara pencapaian kinerja pembangunan dan
target yang direncanakan ataupun antara kondisi saat ini dan kondisi
yang ingin dicapai di masa mendatang. Permasalahan pembangunan
dapat ditinjau dari berbagai aspek seperti realisasi indikator kinerja
pada setiap bidang/urusan yang belum mencapai target sesuai
standar (SPM/SDGs/Standar Nasional/target tahunan dalam
RPJMD/capaian tahun sebelumnya/tren).
1. Aspek Geografi dan Demografi
Daya dukung lingkungan (kemampuan lingkungan hidup untuk
mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan
keseimbangan antar-keduanya) dan daya tampung lingkungan
(kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi,
dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke
dalamnya) Provinsi DKI Jakarta saat ini telah terlampaui. Untuk itu,
diperlukan upaya ekstra mengembalikan fungsi ekologis yang
diperlukan masyarakat. Pengukuran atas upaya pengembalian
fungsi ekologis antara lain ditunjukkan dengan Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH). Peningkatan IKLH mengindikasikan
adanya perbaikan pada upaya pengembalian fungsi ekologis. Nilai
IKLH Provinsi DKI Jakarta 2025 sebesar 56,39 (kategori ‘sedang’)
atau meningkat 1,82 poin dari 2024. Peningkatan IKLH tersebut
masih menghadapi tantangan dalam peningkatan kualitas
lingkungan hidup di beberapa wilayah Jakarta, khususnya wilayah
administrasi yang masih masuk ke dalam kategori IKLH ‘kurang’,
yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara. Adapun tiga
aspek utama yang perlu menjadi perhatian, yaitu: (a) Tata Guna

Lahan; (b) Kualitas Udara; dan (c) Risiko Bencana.
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Permasalahan lain yang dihadapi Jakarta adalah penurunan
tanah atau land subsidence. Bagian utara Jakarta mengalami
penurunan tanah 2,5 meter dalam sepuluh tahun terakhir, wilayah
lain  pun mengalami penurunan dengan kecepatan berbeda.
Berdasarkan studi yang telah dilakukan, beberapa faktor penyebab
penurunan tanah meliputi pengambilan air tanah yang berlebihan,
penurunan akibat beban bangunan (settlement), konsolidasi
alamiah dari lapisan-lapisan tanah, dan gaya-gaya lempeng
tektonik. Implikasi dari penurunan tanah ini adalah perubahan
struktur, pembalikan drainase, meningkatnya kejadian banijir, dan
meningkatnya keparahan dampak banijir.

Wilayah Jakarta merupakan daerah rentan banjir dengan letak
geografis yang berada di pesisir landai serta 40 persen daratan
berada di bawah permukaan laut rata-rata dan dilalui oleh 17 (tujuh
belas) sungai. Kerentanan terhadap banjir ataupun genangan juga
disebabkan oleh curah hujan lokal yang tinggi, sistem drainase
yang belum efektif, berkurangnya daerah resapan air, serta masih
terbatasnya prasarana dan sarana pengendalian banjir. Data BPBD
2024 menunjukkan lebih kurang 200 RW memiliki risiko banijir
tinggi. Intensitas pada puncak musim hujan (Desember-Februari)
mencapai lebih dari 150 mm/hari. Sepanjang tahun 2024 terdapat
109 kejadian banijir di Jakarta yang berdampak kepada 1.154 orang

mengungsi.

. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jakarta selama
2020-2025 menunjukkan angka yang fluktuatif dengan tren
cenderung menurun. TPT tertinggi terjadi pada Agustus 2020 yang
merupakan masa awal Pandemi COVID-19 dengan 572 ribu orang
menganggur atau mencapai 10,95 persen. Pada Februari 2021,
TPT turun signifikan dan berlanjut menjadi penurunan bertahap
hingga mendekati stabil. Fluktuasi yang terjadi menunjukkan
resiliensi tenaga kerja yang belum cukup baik dalam menghadapi
disrupsi pasar. Faktor penyebabnya antara lain mayoritas angkatan

kerja yang menganggur hanya memiliki pendidikan setara SMA.
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Gambar 1.6
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Provinsi DKI Jakarta Periode 2020-2025

Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka
Agustus 2020-Agustus 2025
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Provinsi DKI Jakarta juga masih menghadapi persoalan
ketimpangan yang tercermin dari Rasio Gini. Pada September
2025, Rasio Gini DKI Jakarta berada di 0,423, lebih tinggi dibanding
capaian nasional sebesar 0,363. Dari sisi nilai indeks, ketimpangan
Jakarta tersebut termasuk dalam kategori sedang (rentang 0,4-0,5),
namun cenderung berada di sisi atas dibandingkan nasional.

Tren Rasio Gini tahun 2017-2025 menunjukkan ketimpangan
di DKI Jakarta yang sempat menurun selama periode 2017-2019.
Namun, tren Jakarta cenderung meningkat sejak 2020 hingga
mencapai puncak pada Maret 2025 sebesar 0,441, sebelum turun
lagi pada September 2025. Sementara itu, Rasio Gini nasional
cenderung lebih stabil dan menurun dalam beberapa tahun terakhir
sehingga kesenjangan antara Jakarta dan nasional tampak makin
lebar pada periode terkini. Kenaikan Rasio Gini bermakna distribusi
pengeluaran/pendapatan yang semakin tidak merata atau dapat
disimpulkan bahwa kesenjangan antar-kelompok meningkat. Hal ini
perlu menjadi perhatian karena mengindikasikan hasil pertumbuhan
dan pemulihan ekonomi yang belum dinikmati secara merata oleh

seluruh kelompok masyarakat di Jakarta.
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Gambar 1.7
Tren Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta Berada
di Atas Tren Rasio Gini Nasional

Gini Ratio Provinsi DKI Jakarta, Maret 2017 — September 2025
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Pandemi COVID-19 yang melanda sejak 2020 berdampak
pada perekonomian dan ketersediaan lapangan pekerjaan
sehingga kemiskinan di DKI Jakarta meningkat tajam dibanding
periode 2018-2019 yang relatif stabil dan berada di bawah
4 persen. Puncak persentase penduduk miskin terjadi pada Maret
2021 sebesar 4,72 persen. Setelah puncak tersebut, baik jumlah
maupun persentase penduduk miskin cenderung menurun secara
bertahap hingga 2025. Pada September 2025, tingkat kemiskinan
mencapai 4,03 persen, belum dapat kembali lagi ke angka di
bawah 4 persen seperti sebelum pandemi.

Gambar 1.8

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Provinsi DKI Jakarta 2018-2025
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025
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Selain itu, angka persentase penduduk miskin mencerminkan
adanya ketimpangan kesejahteraan antar-wilayah kota dan
kabupaten. Kabupaten Kepulauan Seribu secara konsisten
mencatat tingkat kemiskinan tertinggi, yakni sebesar 14,87 persen
pada 2020 dan menurun menjadi 12,37 persen pada 2025. Angka
ini jauh melampaui wilayah lain, bahkan hampir empat kali lipat
dibandingkan Jakarta Selatan yang mencapai 3,23 persen pada
2025 dan berada di atas tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,25
persen.

Garis kemiskinan di DKI Jakarta pada 2025 sebesar
Rp846.065,- per kapita/bulan. Dengan menggunakan upah
minimum regional Jakarta yang mencapai 5 juta per bulan sebagai
standar kebutuhan layak, garis kemiskinan tersebut masih jauh di
bawah standar. Tingkat kemiskinan Jakarta tahun 2025 sebesar
4,03 yang merupakan angka kemiskinan urutan ketiga terendah di
Indonesia. Dari kondisi-kondisi tersebut dapat diindikasikan bahwa
daerah dengan tingkat kemiskinan terendah pun masih belum
mampu menggambarkan kondisi masyarakat pra-sejahtera di
wilayahnya.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). IPM Jakarta menunjukkan tren
positif selama periode 2020-2025 dengan peningkatan yang
konsisten. Pada 2020, IPM Jakarta tercatat sebesar 81,92 dan
terus meningkat hingga mencapai 85,05 pada 2024, mencerminkan
pertumbuhan sebesar 0,75 persen per tahun. Namun, pencapaian
pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota menunjukkan
variasi yang cukup signifikan. IPM tertinggi terdapat di Kota Jakarta
Selatan dengan angka 88,51, sementara Kabupaten Kepulauan
Seribu memiliki IPM terendah sebesar 77,52, dengan selisih
keduanya mencapai 10,99 poin. Kondisi ini menunjukkan adanya
kesenjangan pembangunan antar-wilayah, di mana Kabupaten
Kepulauan Seribu masih tertinggal dibandingkan dengan lima kota

lainnya.
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Gambar 1.9
Indeks Pembangunan Manusia Kota/Kabupaten
di Provinsi DKl Jakarta Tahun 2020-2025
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Dari aspek pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduk
Jakarta pada 2025 tercatat 11,59 tahun. Capaian ini menunjukkan
bahwa rata-rata penduduk belum menuntaskan pendidikan 12
tahun. Tantangan terbesar terjadi pada jenjang SMA/SMK/MA,
yang tercermin dari partisipasi sekolah yang lebih rendah dan risiko
putus sekolah yang lebih tinggi dibanding jenjang sebelumnya.
Situasi ini perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi
kualitas SDM dan daya saing tenaga kerja, terutama bagi kelompok
rentan dan wilayah dengan capaian IPM lebih rendah.

. Aspek Daya Saing Daerah

Selama periode 2023-2025, Indeks Daya Saing Digital
Jakarta (East Ventures — Digital Competitiveness Index/EV-DCI)
menunjukkan tren peningkatan, dari 76,6 (2023) menjadi 78,2
(2024) dan 78,4 (2025). Peningkatan ini mengindikasikan adanya
penguatan ekosistem dan Kkapasitas digital daerah. Namun,
kenaikan yang tidak signifikan pada tahun 2025 menunjukkan
perlunya inovasi dan upaya di luar business as usual sebagai
pengungkit pembangunan ekonomi digital Jakarta yang berdaya

saing global.
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Dari sisi ketenagakerjaan, proporsi tenaga kerja di sektor
bisnis dan jasa sempat mengalami penurunan signifikan pada 2020
sebagai dampak Pandemi COVID-19. Meski kemudian sempat
mengalami peningkatan pada 2022, penurunan proporsi kembali
terjadi di  2023. Hal ini mengindikasikan masih adanya
ketidakseimbangan antara tenaga kerja dan penciptaan lapangan
kerja di sektor bisnis dan jasa.

. Aspek Pelayanan Umum

Dalam aspek pelayanan umum, sejumlah permasalahan
timbul pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar,
lingkungan, transportasi, dan pariwisata. Permasalahan di bidang
pendidikan antara lain belum meratanya mutu pendidikan yang
dapat berkaitan dengan kualitas guru atau tenaga pendidik.
Kualitas atau profesionalisme tenaga pendidik salah satunya diukur
melalui kelulusan uji kompetensi guru. Jumlah pendidik di Jakarta
saat ini yang memenuhi kualifikasi tersebut masih kurang dari 50
persen dari total pendidik. Hal ini mengindikasikan perlunya
penguatan dan percepatan pelatihan peningkatan kompetensi yang
lebih sistematis dan berjenjang.

Pada bidang kesehatan, prevalensi stunting di Jakarta masih
tergolong tinggi, yaitu sebesar 17,2 persen pada 2024.
Penanggulangan stunting juga belum merata, khususnya di wilayah
Kepulauan Seribu. Program yang berjalan masih cenderung
berfokus pada pemenuhan gizi dan belum cukup menekankan
intervensi pada periode 1.000 hari pertama kehidupan. Di sisi lain,
perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan
anak, belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan prevalensi
kekerasan terhadap perempuan tercatat sebesar 19,24 persen
pada 2025, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 18,91
persen. Sementara itu, prevalensi kekerasan terhadap anak

tercatat sebesar 13,3 persen.
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Jakarta juga masih menghadapi permasalahan penyediaan
infrastruktur dasar perkotaan. Persentase kehilangan air (non-
revenue water) mencapai 49,59 persen pada tahun 2025.
Penyebab kebocoran ini disebabkan oleh faktor fisik seperti
kebocoran pipa dan kerusakan infrastruktur, maupun non-fisik
seperti pencurian air dan kesalahan pengukuran. Selain itu, hanya
37,71 persen rumah tangga di Jakarta yang memiliki akses
terhadap hunian layak pada tahun 2025. Rendahnya capaian ini
dipengaruhi oleh masih banyaknya rumah yang dibangun tidak
memenuhi standar rumah layak, termasuk masih maraknya
penggunaan material asbes sebagai atap. Di samping itu, faktor
keterjangkauan dan supply hunian yang tidak sesuai dengan
kebutuhan pasar turut berkontribusi terhadap backlog hunian
perkotaan.

Permasalahan lingkungan perkotaan juga masih menjadi
perhatian, di antaranya berupa peningkatan jumlah sampah yang
harus ditangani. Timbulan sampah Jakarta  mencapai
3.141.649 ton pada 2023, meningkat menjadi 3.171.247 ton pada
2024, dan kembali meningkat hingga 3.201.177 ton pada 2025.
Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga masih terbatas.
Berdasarkan data Jakarta Satu, rasio RTH hingga 2025 sebesar
5,598 persen, masih cukup jauh dari kondisi ideal yaitu sebesar 20
persen RTH Publik. Selain itu, tingkat bauran energi terbarukan
pada 2025 sebagai sumber energi primer masih sangat rendah
yaitu 0,32 persen. Kondisi tersebut menunjukkan gap yang besar
terhadap target Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebesar
4,4 persen pada tahun yang sama serta mengindikasikan masih
tingginya penggunaan bahan bakar fosil di wilayah Provinsi DKI

Jakarta.
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Pada sektor transportasi, penggunaan transportasi publik
masih rendah. Persentase mode share transportasi publik di
Jakarta mencapai 19,15 persen pada tahun 2025, menurun
dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 22,19 persen. Kondisi
tersebut memicu permasalahan kemacetan yang menyebabkan
kerugian signifikan dalam ekonomi, polusi, bahkan kesehatan
masyarakat. Upaya peningkatan ragam moda transportasi publik,
perluasan jangkau trayek, maupun insentif dan disinsentif
penggunaan transportasi publik perlu lebih ditingkatkan.

Pada bidang pariwisata, permasalahan yang dihadapi berupa
jumlah pengunjung internasional yang masih rendah dan lama
kunjungan wisata yang singkat. Titik terendah kunjungan wisatawan
mancanegara berlangsung pada 2021 sebesar 119 ribu orang yang
diakibatkan Pandemi COVID-19. Tahun 2024 tercatat jumlah
wisatawan mancanegara meningkat menjadi 2,5 juta orang. Namun
demikian, jumlah wisatawan asing tersebut belum cukup kompetitif
dibandingkan dengan pengunjung internasional pada kota globa
lainnya. Selain itu, lama kunjungan wisatawan internasional
mengalami tren penurunan sejak tahun 2020 dan tidak pernah
mencapai 7 hari. Untuk itu, Jakarta perlu melakukan berbaga
upaya untuk menarik kunjungan wisatawan antara lain dengan
meningkatkan kualitas pelayanan wisata, menambah ragam atraksi,
serta memperkuat branding Jakarta sebagai destinasi wisata.

Isu strategis disusun melalui identifikasi gap kinerja
pembangunan serta isu dan kebijakan skala global, nasional, dan
regional yang relevan dengan pembangunan Jakarta ke depan.
Proses tersebut menghasilkan daftar panjang isu pembangunan
yang bersifat kompleks dan saling berkaitan, sehingga
penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu
instansi saja. Selain itu, perlu adanya intervensi yang terfokus pada
isu yang paling strategis untuk menghasilkan dampak sistemik yang
turut menyelesaikan permasalahan terkait lainnya. Isu strategis
tahun 2025-2029 disusun berbasis analisis dan pemodelan
menggunakan metode system dynamics dengan hasil berupa 7 isu

sebagai berikut:
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a) Modal Manusia Tinggi dan Masyarakat Madani

b) Pemerataan dan Kebermanfaatan Hasil Pembangunan

c) Perekonomian Produktif, Kompetitif, dan Atraksi di Pasar Global
d) Pemerintahan Dinamis dengan Performa Layanan prima

e) Ekosistem yang Seimbang dan Berketahanan Iklim

f) Infrastruktur Kota yang Layak dan Berkelanjutan

g) Pergerakan Manusia, Barang, dan Informasi yang Optimal

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

A\N

1. Visi
Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibu Kota Jakarta periode 2025-2029 adalah:
“JAKARTA KOTA GLOBAL DAN PUSAT PEREKONOMIAN
YANG BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN,
DAN MENYEJAHTERAKAN SELURUH WARGANYA.”

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

a) JAKARTA KOTA GLOBAL: merupakan aspirasi jangka panjang
Jakarta untuk menyejajarkan dirinya dengan kota-kota besar lain
di dunia, khususnya di kawasan Asia Tenggara, di mana Jakarta
dapat menjadi primary node dalam jaringan ekonomi dunia yang
kompetitif dan mampu menarik sumber daya seperti manusia,
modal, barang, gagasan, serta informasi yang terbaik. Pada
tahun 2030 Jakarta menargetkan masuk ke dalam 50 besar kota

global.

b) PUSAT PEREKONOMIAN: merupakan amanat dari Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang menempatkan Jakarta
sebagai pusat ekonomi dan motor penggerak perekonomian
nasional. Kawasan perkotaan menyimpan potensi yang besar
untuk meningkatkan pendapatan negara. PDRB per kapita
tumbuh seiring dengan bertambahnya persentase penduduk
yang tinggal di kawasan perkotaan dan high-income countries di
dunia memiliki persentase penduduk perkotaan yang paling

tinggi. Saat ini kawasan aglomerasi Jabodetabekjur merupakan

kontributor terbesar terhadap PDRB Nasional.
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c) BERDAYA SAING: dalam konstelasi kota global, daya saing
merupakan elemen penting karena tidak hanya Jakarta harus
lebih baik dari dirinya di masa lampau, tetapi juga secara paralel
berkompetisi dengan kota-kota lain yang terus memperbaiki
kualitasnya. Kota yang memiliki daya saing tinggi mampu
berkembang lebih pesat karena mampu menarik dan
mempertahankan investasi, tenaga Kkerja, dan bisnis
dibandingkan dengan kota lain.

d) BERKELANJUTAN: kota berkelanjutan adalah kota yang
dirancang dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan penduduknya
saat ini tanpa mengorbankan kesempatan generasi mendatang
dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini
mencakup keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan
lingkungan agar kota tetap layak huni dalam jangka panjang.

e) MENYEJAHTERAKAN SELURUH WARGA: memiliki makna
bahwa hakikatnya seluruh proses pembangunan yang
berlangsung di Jakarta adalah untuk mencapai kesejahteraan
dan taraf hidup yang Ilebih baik untuk seluruh Ilapisan
masyarakat. Kesejahteraan di sini dapat diartikan luas dan tidak
hanya terkait dimensi ekonomi, namun merupakan konsep well-
being yang holistik. Setiap warga Jakarta memiliki level
kebutuhan yang berbeda-beda, untuk sebagian golongan yang
mampu, Pemerintah dapat tetap memberikan nilai ‘sejahtera’
seperti kualitas udara yang lebih baik dan fasilitas publik yang
nyaman. Di sisi lain bagi golongan yang rentan, Pemerintah
dapat hadir menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan
mengurangi beban hidup sehari-hari. Sehingga Jakarta dapat
mewujudkan secara penuh konsep kota untuk semua atau cities

for all.

I-36

N\ N\ N\ N\



N\

A\N

2. Misi

Misi disusun dalam rangka merencanakan langkah-langkah
yang akan diimplementasikan dalam mewujudkan visi yang telah
dideskripsikan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran
visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang
harus dilakukan. Misi juga akan menjadi alat navigasi arah
kebijakan yang memengaruhi rekomendasi kerja berupa program
prioritas dalam proses pencapaian kinerja yaitu tujuan dan sasaran
pembangunan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi Jakarta
pada tahun 2030, lima misi pembangunan daerah ditetapkan
sebagai berikut:

a) Misi Pertama - Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang
Berdaya dan Sejahtera
Misi pertama ini merupakan perwujudan kondisi “Masyarakat
Megapolitan” Jakarta yang adaptif terhadap perubahan global,
mampu merespons tantangan dan peluang secara cepat dan
tepat, serta memiliki kompetensi bersaing di tingkat lokal maupun
global dengan tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai
budaya. Nilai utama yang ditekankan dalam misi ini adalah
keberdayaan, kemapanan, dan kesejahteraan, baik pada individu
maupun secara Kkolektif sebagai masyarakat. Misi ini juga
bermakna mewujudkan masyarakat Jakarta yang aktif, terbuka
terhadap ide-ide baru, serta demokratis dalam berinteraksi di
tengah dunia yang semakin plural dan heterogen.
Kondisi tersebut dicapai melalui peningkatan kualitas dan taraf
hidup manusia Jakarta yang difokuskan pada kesehatan,
pendidikan, kesetaraan, serta penghayatan nilai-nilai budaya.
“Berdaya” menjadi kunci agar setiap individu memiliki
kemampuan memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan
permasalahannya, sehingga mendukung tujuan utama
pembangunan, yaitu manusia yang sejahtera. “Sejahtera” (well-
being) dimaknai sebagai keseimbangan kesehatan fisik dan
mental, hubungan sosial yang positif, kekamanan ekonomi, serta
kepuasan hidup, yang mencakup aspek tangible seperti
keamanan finansial dan aspek intangible seperti peradaban
masyarakat yang madani, di mana kebudayaan berperan penting
dalam membentuk pemahaman dan pencapaian kesejahteraan.
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b) Misi Kedua - Mewujudkan Pusat Ekonomi Inovatif dengan

Pembangunan dan Akses Sumber Daya yang Merata

Misi kedua menekankan upaya mewujudkan Jakarta sebagai
“‘Pusat Ekonomi” di mana berbagai sektor ekonomi unggulan
saling terintegrasi dan membentuk ekosistem yang terhubung
dengan infrastruktur yang andal serta modern. Pengembangan
ekonomi yang Dberorientasi pada inovasi berkelanjutan
dimaksudkan agar Jakarta lebih kompetitif di tingkat dunia,
sekaligus semakin terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi regional dan global. Kata “Inovatif” menunjukkan
Jakarta memiliki ekosistem yang mendukung penelitian dan
pengembangan (R&D), pemanfaatan teknologi baru, serta
kolaborasi yang kuat antara sektor swasta, pemerintah, dan
akademisi sehingga dapat menarik investasi strategis dan
mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inovasi
juga perlu didukung oleh kolaborasi yang bermakna. Dengan
daya tarik ekonomi dan bisnis yang baik, diharapkan Jakarta
dapat menarik investasi, bisnis, dan kunjungan wisata baik
domestik maupun internasional. Frasa “Pembangunan dan
Akses Sumber Daya yang Merata” adalah strategi pemerintah
untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat di seluruh
wilayah Jakarta mendapatkan kesempatan dan akses yang
setara terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan.

Misi Ketiga - Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang
Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang
Optimal

Subjek utama dari misi ketiga adalah “Manajemen Kota Modern”
yang menjadi fokus perbaikan untuk meningkatkan efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola kota agar
mampu menjawab tantangan urbanisasi, pelayanan publik, dan
juga pembangunan Dberkelanjutan. Profesionalitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah juga tecermin dari kata
“‘Akuntabel” dan “Responsif” yang bermakna kapasitas
kelembagaan dan kualitas aparatur sipil negara yang membaik.
Frasa “Layanan Publik yang Optimal” merupakan perwujudan
salah satu fungsi dasar pemerintah daerah. Dengan pelayanan
yang optimal, masyarakat Jakarta dapat terpenuhi hak-haknya
sebagai warga kota dan meningkatkan kepercayaan publik
terhadap pemerintah.
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d)

Misi Keempat - Mewujudkan Ruang Kota Layak Huni,
Berketahanan, dan Berkelanjutan

Frasa “Ruang Kota” dimaknai sebagai objek pembangunan
berupa infrastruktur fisik yang dibangun untuk menyediakan
sarana bagi berbagai kegiatan manusia dalam bertinggal dan
beraktivitas. “Layak Huni” menggambarkan kualitas atau kondisi
yang diinginkan terhadap ruang-ruang hidup di kota. Studi terkait
livable city index mengukur prinsip-prinsip kota layak huni di
antaranya ketersediaan sarana kebutuhan dasar (perumahan,
air, listrik, sanitasi), ketersediaan fasilitas publik (transportasi,
taman Kkota, fasilitas pendidikan, kesehatan, ibadah), dan
lingkungan hidup yang berkualitas (udara bersih, mikro iklim
yang nyaman). Penggunaan kata kunci ‘Berkelanjutan’ bermakna
pembangunan kota yang ramah lingkungan dan selaras dengan
kelestarian sumber daya alam, di mana keseimbangan
lingkungan dalam jangka panjang akan berkontribusi terhadap
ketahanan kota. Oleh karena itu, kota harus mampu beradaptasi
terhadap perubahan, baik yang bersifat tiba-tiba (guncangan)
maupun bertahap (tekanan jangka panjang) yang tecermin
dalam konsep "Berketahanan”.

Misi Kelima - Mewujudkan Konektivitas dan Sinergi Kegiatan
Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Misi kelima bertujuan untuk mengembangkan ruang Jakarta
melalui pendekatan berbasis transit/transit-oriented development
(TOD). “Konektivitas” diwujudkan melalui pengintegrasian moda
transportasi publik yang modern, perluasan cakupan layanan,
serta peningkatan ragam penggunaan lahan yang meliputi
perumahan, ruang komersial, dan fasilitas publik. Misi ini turut
menggambarkan keterkaitan antara pembangunan ruang gerak
kota dengan penyediaan ruang hidup yang menampung
“‘Kegiatan Ekonomi, Sosial, dan Budaya”; kehadiran ruang-ruang
tersebut di sekitar titik transit akan menjadi daya tarik
pengembangan kawasan strategis yang menawarkan berbagai
fungsi.
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Pengembangan kawasan tersebut diharapkan mampu
mengurangi pola pergerakan origin-destination yang selama ini
menimbulkan  kemacetan, karena berbagai kebutuhan
masyarakat dapat dipenuhi dalam satu kawasan tanpa harus
menempuh jarak jauh. Pengembangan kawasan kota sejenis
juga dikenal dengan konsep 15-minutes-city. Kata “Sinergi”
mencerminkan strategi pengembangan ruang kota yang
menggabungkan Kketersediaan transportasi publik dengan
kawasan-kawasan kompak kota, serta mengoptimalkan peran
ruang publik.

Visi dan Misi Gubernur tersebut termuat dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2025-2029. Namun demikian, pelaksanaan program
dan kegiatan tahun 2025 masih mengacu pada tujuan dan sasaran
pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah
(RPD) Tahun 2023-2026. RPD tersebut menjadi pedoman
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama masa
transisi, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Konsep RPD Tahun 2023-2026 adalah JAKARTA: KOTA
UNTUK SEMUA yang merupakan konsep kota yang seimbang dan
mempromosikan inklusivitas di mana semua warga dapat merasakan
manfaat dan mempunyai hak yang sama untuk tinggal di kota (right to
the city) guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya,
serta  berpartisipasi  langsung dalam  pembangunan yang
berkelanjutan. Berdasarkan konsep RPD tersebut, masing-masing
dimensi kemudian dielaborasikan menjadi 4 tujuan dengan 17 sasaran

turunannya sebagai berikut:
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1. Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan

Berkelanjutan

Tujuan dari dimensi lingkungan-bangun (built environment)
memiliki indikator Indeks Kota Layak Huni (Most Livable City Index)
yang disurvei oleh IAP Indonesia. Adapun frase dan kata kunci dari
tujuan pertama vyaitu ‘Regenerasi Kota’, ‘Ketahanan’, dan
‘Berkelanjutan’. Regenerasi Kota’ merupakan upaya pembangunan
atas lingkungan fisik kota yang diturunkan menjadi 2 (dua) sasaran,
yaitu terbangunnya infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang
berkualitas, dan tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas
melalui pengembangan kota berorientasi transit. Kedua sasaran
tersebut dianggap mampu mewakili tuntutan terhadap layanan
perkotaan yang memadai dengan infrastruktur terkait mobilitas
mendapatkan highlight utama sehingga diangkat menjadi sasaran
tersendiri. Kata kunci selanjutnya adalah ‘Ketahanan’ yang
dimaksudkan untuk mengadopsi prinsip-prinsip resilient city. Kata
kunci berikutnya vyaitu ‘Berkelanjutan’ yang mewakili harapan
bahwa seluruh pembangunan di DKI Jakarta akan dilaksanakan
secara bertanggung jawab dan memperhatikan keseimbangan
lingkungan.

Untuk menjamin hal tersebut, maka dirumuskan sasaran
Tercapainya Pemulihan Ekosistem dan Implementasi
Pembangunan Rendah Karbon. Sasaran-sasaran pembangunan
daerah telah dirumuskan secara lengkap bersama dengan
indikatornya sebagai berikut:

Tabel 1.10
Indikator dan Sasaran Terwujudnya Regenerasi Kota yang
Berketahanan dan Berkelanjutan

SASARAN INDIKATOR
1) @

Terbangunnya Infrastruktur dan Pemenuhan Layanan Dasar
Layanan Dasar Perkotaan yang Perkotaan
Berkualitas
Tercapainya Pemulihan Ekosistem Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kota dan Implementasi Pembangunan | persentase Penurunan Emisi Gas
Rendah Karbon Rumah Kaca
Meningkatnya Stabilitas dan Indeks Risiko Bencana
Ketahanan Kota
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SASARAN INDIKATOR
@ @

Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas Persentase Perjalanan Penduduk
dan Mobilitas Melalui Pengembangan Menggunakan Moda Transportasi

Kota Berorientasi Transit Publik
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta,
diolah 2026

2. Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai

Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan

Tujuan dari dimensi perekonomian (economic) ini memiliki
indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif yang diukur oleh
Bappenas. Frase dan kata kunci dari tujuan kedua ini yaitu
‘Perekonomian Inklusif’, ‘Daya Saing’, ‘Penghidupan Layak’, dan
‘Pemerataan Kesejahteraan’. ‘Perekonomian Inklusif’ merupakan
suatu kondisi perekonomian yang menjamin akses dan manfaatnya
dapat dinikmati oleh seluruh warga tanpa terkecuali dengan
mengedepankan sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh Jakarta.
Kata kunci ini kemudian diturunkan menjadi sasaran Tumbuhnya
Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai
Tambah.

Kata kunci selanjutnya yaitu ‘Daya Saing’, mengadopsi Global
Competitiveness Index berupa kapasitas dan potensi Jakarta yang
bersaing dengan kota global lainnya untuk menarik talenta sumber
daya manusia terbaik dan mitra-mitra pembangunan lainnya. Kata
kunci ini kemudian dirumuskan menjadi sasaran Menguatnya Daya
Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi. Kata kunci berikutnya
terkait ‘Penghidupan Layak’ adalah suatu kondisi di mana
tersedianya peluang untuk bekerja, baik melalui ketersediaan
lapangan pekerjaan, terbukanya kesempatan untuk berwirausaha.
Untuk mencapai hal tersebut, dirumuskan sasaran Meningkatnya
Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.

Kata kunci terakhir yaitu ‘Pemerataan Kesejahteraan’ yang
sejalan dengan konsep RPD berupa kota yang seimbang.
Pertumbuhan ekonomi diharapkan tetap memperhatikan dan tidak
meninggalkan golongan miskin dan rentan sehingga dirumuskan
sasaran  Berkurangnya  Ketimpangan serta  Terjaminnya
Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial. Sasaran—
sasaran tersebut telah dirumuskan secara lengkap bersama
dengan indikatornya sebagai berikut:
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Tabel I.11
Indikator dan Sasaran Terbangunnya Perekonomian Inklusif
yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan
Pemerataan Kesejahteraan

SASARAN ‘ INDIKATOR

(1) ®)

Meningkatnya Kesempatan Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka
dan Adaptabilitas Tenaga Kerja

Menguatnya Daya Saing Kota
Melalui Inovasi dan Kolaborasi

Indeks Daya Saing Daerah

Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Laju Pertumbuhan Ekonomi
Usaha Berbasis Pengalaman
dan Nilai Tambah

Berkurangnya Ketimpangan serta Tingkat Kemiskinan
Terjaminnya Pemenuhan Rasio Gini

ggts)il{atluhan Dasar dan Perlindungan Tingkat Kemiskinan Ekstrem
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta,

diolah 2026

3. Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan

Tujuan dari dimensi manusia (human) ini memiliki indikator
Indeks Pembangunan Manusia yang diukur oleh BPS. Frase dan
kata kunci dari tujuan ketiga ini yaitu ‘Pembangunan Manusia’,
‘Madani’, dan ‘Berkesetaraan’. Kata kunci ini diturunkan ke dalam
dua sasaran terkait pendidikan dan kesehatan yaitu: Meratanya
Kesempatan Pendidikan untuk Semua Disertai Edukasi
Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Meningkatnya Kualitas dan
Harapan Hidup melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan.

Adapun standar hidup layak dianggap sudah terwakili oleh
tujuan kedua sehingga tidak dibuatkan sasaran tersendiri pada
tujuan ketiga ini. Selanjutnya, kata kunci ‘Madani’ merupakan
penerjemahan dari konsep civil society yang bermakna sebuah
tatanan masyarakat modern demokratis dalam berinteraksi di dunia
yang semakin plural dan heterogen. Dalam keadaan seperti ini,
masyarakat diharapkan mampu mengorganisasi dirinya dan
memiliki kesadaran dalam mewujudkan peradaban. Untuk itu,
dirumuskan  sasaran  Menguatnya Nilai-nilai ~ Demokrasi,

Kebangsaan, dan Kebinekaan Masyarakat.
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Kata kunci terakhir yaitu ‘Berkesetaraan’ merupakan suatu
kondisi yang memastikan tidak adanya diskriminasi pembangunan
berbasis gender, yang diwakili oleh sasaran Menurunnya
Kesenjangan melalui Pembangunan Responsif Gender. Secara
lebih lengkap, sasaran—sasaran tersebut telah dirumuskan bersama
dengan indikatornya sebagai berikut:

Tabel .12
Indikator dan Sasaran Tercapainya Pembangunan Manusia
Madani yang Berkesetaraan

SASARAN INDIKATOR \

(1) )
Meratanya Kesempatan Pendidikan Indeks Dimensi Pendidikan
untuk Semua Disertai Edukasi
Pembelajaran Sepanjang Hayat

Meningkatnya Kualitas dan Harapan Angka Harapan Hidup
Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Prevalensi Stunting (Pendek dan
Perkotaan Sangat Pendek) pada Balita
Menurunnya Kesenjangan Melalui Indeks Pembangunan Gender
Pembangunan Responsif Gender
Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Indeks Demokrasi
Kebangsaan, dan Kebinekaan
Masyarakat

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta,

diolah 2026

. Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen

Pemerintahan Berintegritas

Tujuan dari dimensi pemerintahan (governance) ini memiliki
indikator Indeks Reformasi Birokrasi yang diukur oleh Kementerian
PAN dan RB. Frase dan kata kunci dari tujuan keempat ini yaitu
‘Transformasi Pelayanan Publik’, ‘Manajemen Pemerintahan’, dan
‘Berintegritas’. Kata kunci ‘Transformasi Pelayanan Publik’
menggambarkan kondisi di mana praktik dan persepsi layanan
publik tidak lagi dianggap menyulitkan dan mampu menjamin
pemenuhan hak-hak warga dengan memanfaatkan teknologi dan
media yang tersedia secara maksimal. Untuk itu, dirumuskan 2
(dua) sasaran yaitu: 1) Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan
Kemudahan Layanan Masyarakat dan 2) Ter-Akselerasinya

Transformasi Digital dan Pengembangan Kota Cerdas.
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Selanjutnya, kata kunci ‘Manajemen Pemerintahan’ memiliki
makna proses internal pemerintah yang akuntabilitasnya terjaga
baik dari sisi pengelolaan kinerja maupun keuangan. Sejalan
dengan kondisi yang ingin dicapai, dirumuskan 2 (dua) sasaran
yaitu: Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja
Pemerintah dan Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat,
Transparan, dan Akuntabel. Kata kunci terakhir yaitu ‘Berintegritas’
dapat diaplikasikan dalam semua lini pemerintahan, namun
terutama pada aparatur sipil negara. Konsep ini kemudian
diturunkan  menjadi sasaran  Berkembangnya = Kapasitas,
Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur. Rumusan sasaran-
sasaran tersebut beserta indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.13
Indikator dan Sasaran Terlaksananya
Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan
Berintegritas

SASARAN INDIKATOR {

(1) )

Meningkatnya Kualitas, Indeks Kepuasan Masyarakat
Aksesibilitas, dan Kemudahan
Layanan Masyarakat

Terakselerasinya Transformasi Indeks Sistem Pemerintahan
Digital dan Pengembangan Berbasis Elektronik (SPBE)
Ekosistem Kota Cerdas

Tercapainya Perbaikan Manajemen Predikat Akuntabilitas Kinerja
dan Arsitektur Kinerja Pemerintah Instansi Pemerintah (AKIP)

Indeks Survei Penilaian Integritas

Terkelolanya Keuangan Daerah yang Opini Laporan Keuangan Daerah
Sehat, Transparan, dan Akuntabel

Berkembangnya Kapasitas, Indeks Sistem Merit
Profesionalitas, dan Iklim Kerja
Aparatur
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta,
diolah 2026
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Program Pembangunan Daerah  Berdasarkan Dokumen
Perencanaan Jangka Menengah
Program Pembangunan Daerah berikut merupakan program
prioritas yang dikelompokkan ke dalam Tujuan dan Sasaran
Pembangunan yang didukung, yang dalam pelaksanaannya
diintegrasikan dengan rumusan Kegiatan Strategis Daerah sebagai
bagian dari keberlanjutan manfaat kebijakan pembangunan. Program-
program tersebut sesuai dengan daftar program menurut Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Program-program prioritas dalam mendukung pencapaian 4 tujuan
dan 17 sasaran dalam RPD 2023-2026 dijabarkan sebagai berikut:
1. Tujuan Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan
Berkelanjutan
a) Sasaran Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar
Perkotaan yang Berkualitas
Program yang mendukung sasaran yaitu:
1) Program Pengelolaan dan Pengembangan  Sistem
Penyediaan Air Minum;
2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
Limbah;
3) Program Pengembangan Perumahan;
4) Program Kawasan Permukiman;
5) Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
(PSUV);
6) Program Penatagunaan Tanah;dan
7) Program Pengelolaan Persampahan.
b) Sasaran Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas
melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit
Program yang mendukung sasaran yaitu:
1) Program Penyelenggaraan Jalan;
2) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
3) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(LLAJ);
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4) Program Pengelolaan Pelayaran;dan

5) Program Pengelolaan Perkeretaapian.

c) Sasaran Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan

Implementasi Pembangunan Rendah Karbon

Program yang mendukung sasaran yaitu:

1) Program Penataan Bangunan Gedung;

2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;

3) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan
Lingkungan;

4) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);

5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin
Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH);

7) Program  Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;

8) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;

9) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau
Kecil;

10) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;

11) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;

12) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan;

13) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

14) Program Pengelolaan Hutan;

15) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya,;

16) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan;

17) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);

18) Program Pengelolaan Energi Terbarukan;dan

19) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.
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d) Sasaran Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota

Program yang mendukung sasaran yaitu:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
Program Penanggulangan Bencana,

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan
Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;dan

Program Pengelolaan Aspek Kegeologian.

2. Tujuan Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing

Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan

a) Sasaran Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis

Pengalaman dan Nilai Tambah

Program yang mendukung sasaran yaitu:

1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
Program Pemasaran Pariwisata;

Program  Pengembangan Ekonomi Kreatif  Melalui
Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif;

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana
Pertanian;

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana
Pertanian;

Program Penyuluhan Pertanian;

10) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;

11) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan

Barang Penting;

12) Program Pengembangan Ekspor;

13) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen,;

14) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam

N\ A\N

Negeri;
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15) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;dan
16) Program Pengendalian Izin Usaha Industri.
b) Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas
Tenaga Kerja
Program yang mendukung sasaran yaitu:
1) Program Perencanaan Tenaga Kerja;
2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3) Program Penempatan Tenaga Kerja;
4) Program Hubungan Industrial;
5) Program Pengawasan Ketenagakerjaan;
6) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
7) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
8) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
9) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,
dan Usaha Mikro (UMKM);dan
10)Program Pengembangan UMKM.
c) Sasaran Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya
Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial
Program yang mendukung sasaran yaitu:
1) Program Pemberdayaan Sosial;
2) Program Rehabilitasi Sosial;
3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial,
4) Program Penanganan Bencana;
5) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
Masyarakat;
6) Program Penanganan Kerawanan Pangan;
7) Program Pengawasan Keamanan Pangan;dan
8) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,
Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.
d) Sasaran Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan
Kolaborasi
Program yang mendukung sasaran yaitu:
1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
2) Program Promosi Penanaman Modal;

3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
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4) Program Pengembangan Kebudayaan;
5) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
6) Program Pengelolaan Permuseuman,;
7) Program Pembinaan Perpustakaan;
8) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
9) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah;dan
10)Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
3. Tujuan Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang

Berkesetaraan

a) Sasaran Meratanya Kesempatan Pendidikan untuk Semua
Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat
Program yang mendukung sasaran ini adalah Program
Pengelolaan Pendidikan.

b) Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup melalui
Perbaikan Kesehatan Perkotaan Program yang mendukung
sasaran yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;

2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat;

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kesehatan;

4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan
Minuman;

5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

6) Program Pengendalian Penduduk;

7) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);

8) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga
Sejahtera (KS);

9) Program Pengembangan Kapasitas Daya  Saing
Kepemudaan;

10)Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan;dan

11)Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
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c) Sasaran Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan
Responsif Gender
Program yang mendukung sasaran yaitu:
1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan;
2) Program Perlindungan Perempuan;
3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);dan
6) Program Perlindungan Khusus Anak.
d) Sasaran Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan
Kebinekaan Masyarakat
Program yang mendukung sasaran yaitu:
1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan,;
3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga
Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan
Etika serta Budaya Politik;
4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan;
5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, dan Budaya;dan
6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan
Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik
Sosial.
4. Tujuan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan
Manajemen Pemerintah Berintegritas
a) Sasaran Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan
Layanan Masyarakat
Program yang mendukung sasaran yaitu:
1) Program Pendaftaran Penduduk;
2) Program Pencatatan Sipil;
3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
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5) Program Pelayanan Penanaman Modal;
6) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal;
7) Program Pengelolaan Arsip;
8) Program Pengelolaan Kecamatan;
9) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan;dan
10)Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
b) Sasaran Terakselarasinya  Transformasi Digital dan
Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas
Program yang mendukung sasaran yaitu:
1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
3) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;dan
4) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan
Informasi.
c) Sasaran Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur
Kinerja Pemerintah
Program yang mendukung sasaran yaitu:
1) Program Penataan Organisasi;
2) Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
3) Program Perekonomian dan Pembangunan,;
4) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah;
5) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah.
6) Program Penyelenggaraan Pengawasan;dan
7) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan
Asistensi.
d) Sasaran Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat,
Transparan, dan Akuntabel
Program yang mendukung sasaran yaitu:
1) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa;

2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
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3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;dan
4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
e) Sasaran Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim
Kerja Aparatur
Program yang mendukung sasaran yaitu:
1) Program Kepegawaian Daerah;dan
2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

d. Kegiatan = Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen

Perencanaan Tahunan

Gambar 1.10
Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan 2023-2026 sesuai
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

2025 2026
Pemulihan dan Peninghkatan Panguatan Pemantapan
Transformasi Ketahanan Kota Ketahanan Kota Menuju Kota Global
Ekonami Menuju Melalui Penguatan el alui yang Berketahanan,
Permantapan Kata Ekonomidan Permbangunan yang Barketanjutan dan
Global Pemantapan Marata, Inklusifdan Irklusif
Kualitas Pelayanan Berkelanjutan

Sumber: Badan Perencanaaia;:;mbangunan Provinsi DKI Jakarta, 2026

Pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun
2025 merupakan tahap pembangunan ketiga dari RPD Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2023-2026. Arah kebijakan pembangunan daerah
Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam dokumen RPD
untuk tahun 2025 adalah “Penguatan Ketahanan Kota Melalui
Pembangunan yang Merata, Inklusif, dan Berkelanjutan”. Arah
kebijakan tersebut menjadi pedoman penyusunan tema pembangunan
yang dirumuskan berupa “Mewujudkan Jakarta Kota Global yang
Berketahanan, Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”
dengan prioritas pembangunan daerah difokuskan pada Peningkatan
Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota, Akselerasi Pertumbuhan
Ekonomi, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, dan Tata Kelola

Pemerintahan yang Adaptif.
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Prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025
disusun dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan dan
pokok-pokok  pikiran DPRD 2023.
pembangunan diharapkan dapat mendukung secara langsung
ketercapaian 4 (empat) dimensi, 4 (empat) tujuan, dan 17 (tujuh belas)
sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta
sebagaimana tercantum dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun

tahunan tahun Prioritas

2023-2026, serta menjadi langkah awal untuk menuju Jakarta sebagai
Kota Global.

Adapun dirumuskan 4 (empat) prioritas pembangunan Provinsi
DKI Jakarta tahun 2025, yaitu: (1) Peningkatan Kualitas Lingkungan
dan Infrastruktur Kota; (2) Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi; (3)
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;, dan (4) Tata Kelola
Pemerintahan yang Adaptif.

Selanjutnya, untuk mendukung ketercapaian target dimensi,
tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi DKI
Jakarta di tahun 2025, serta sebagai langkah awal menuju Jakarta
Kota Global, setiap prioritas pembangunan memiliki
keterkaitan langsung dengan berbagai komponen tersebut. Adapun

sebagai

keterkaitan antara prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun
2025 dengan parameter Kota Global, dimensi, tujuan, dan sasaran
pembangunan Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

Parameter
Kota Global

@

Tabel 1.14
Keterkaitan Dimensi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan
dengan Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Dimensi/Tujuan

Pembangunan
2

Sasaran
Pembangunan

©)

Prioritas Pembangunan
Tahun 2025

Q)

1.Ekonomi
yang Mapan
dan Terkoneksi
Secara Global
2.Kapasitas Riset
dan Inovasi yang
Baik dan
Menerus
3.Ruang yang
Nyaman untuk
Dihuni
4.Menarik
Wisatawan untuk
Berkunjung
5.Lingkungan yang
Bersih, Nyaman,
dan
Berkelanjutan

6.Aksesibilitas yang

Terkoneksi
7.Secara Intra dan
Inter Kota

Built Environment
Terwujudnya
Regenerasi Kota yang
Berketahanan dan
Berkelanjutan

Terbangunnya
Infrastruktur dan
Layanan Dasar
Perkotaan yang
Berkualitas

Pemulihan
Ekosistem Kota
dan Implementasi
Pembangunan
Rendah Karbon

Meningkatnya
Stabilitas dan
Ketahanan Kota

Tercapainya
Perbaikan Pola
Aktivitas dan
Mobilitas Melalui
Pengembangan
Kota Berorientasi
Transit

Peningkatan Kualitas
Lingkungan dan
Infrastruktur Kota,
dengan fokus utama,
yaitu:

1. Peningkatan Kualitas
dan Cakupan
Transportasi Publik
Penanggulangan
Banijir

Perbaikan Kualitas
Lingkungan
Penanganan Sampah
Penerapan Energi
Baru Terbarukan
Pemenuhan Air Bersih
dan Air Minum
Ketahanan Bencana
Peningkatan Kualitas
Udara

Peningkatan Akses
Hunian Layak

© oN o o~ W Db
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Parameter
Kota Global

(@)

Dimensi/Tujuan Sasaran Prioritas Pembangunan
Pembangunan Pembangunan Tahun 2025
) ®) 4
Economic Peningkatan Akselerasi
Perekonomian Kesempatan Kerja | Pertumbuhan Ekonomi,
Inklusif yang dan Adaptabilitas dengan fokus
Berdaya Saing Tenaga Kerja utama, yaitu:
Disertai Penguatan Daya
Penghidupan Saing Kota 1. Transformasi Ekonomi
Layak dan Melalui Inovasi (Green Economy,
Pemerataan dan Kolaborasi Blue Economy,
Kesejahteraan Tumbuhnya Gig Economy,
Ekonomi dan Digitalization)
Sektor Usaha 2. Peningkatan Daya
Berbasis Saing Ekonomi
Pengalaman dan 3. Peningkatan Investasi
Nilai Tambah Daerah
Pengurangan 4. Peningkatan Daya
Ketimpangan Tarik Pariwisata
Melalui Pemenuhan Melalui Cultural
Kebutuhan Dasar Interaction
dan Jaminan 5. Penciptaan dan
Perlindungan Perluasan
Sosial Kesempatan Kerja
Human Meratanya Peningkatan
Pembangunan Kesempatan Kesejahteraan

Manusia Madani
yang Berkesetaraan

Pendidikan untuk
Semua Disertai
Edukasi
Pembelajaran
Sepanjang Hayat

Meningkatnya
Kualitas dan
Harapan Hidup
Melalui Perbaikan
Kesehatan
Perkotaan

Menurunnya
kesenjangan
melalui
pembangunan
responsif gender

Masyarakat, dengan

fokus utama, yaitu:

1. Peningkatan
Partisipasi Pendidikan
Tinggi

2. Percepatan
Penuntasan
dan Pencegahan
Stunting

3. Peningkatan Upaya
Penanggulangan
Kemiskinan

4. Optimalisasi Cakupan
Jaminan Kesehatan
dan Jaminan Sosial

5. Peningkatan Kualitas
Layanan Pendidikan

6. Penguatan Ketahanan

Berintegritas

Pangan
Governance Menguatnya Nilai- | Tata Kelola
Transformasi Nilai Demokrasi, Pemerintahan yang
Pelayanan Publik dan | Kebangsaan, Adaptif, dengan fokus
Manajemen dan Kebinekaan Tta'lrprgln g?clatrurﬁasi
Pemerintahan Masyarakat '

dan Digitalisasi

2. Peningkatan Kualitas,
Aksesibilitas,
dan Kemudahan
Layanan Publik

3. Penggunaan TIK
dalam Mendorong
Jakarta Menjadi Kota
Kreatif

4. Penciptaan Iklim Riset
dan Inovasi yang
Berkualitas

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026
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1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa penyelenggara pemerintahan
daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar.

Selanjutnya, pada ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bahwa
pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar
Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.
SPM yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
menyebutkan bahwa SPM merupakan hal yang strategis dalam rangka
memfokuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah
termasuk dalam hal yang harus diprioritaskan dalam penggunaan
belanja daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tersebut Pemerintah Pusat menetapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal, yang berisikan tentang jenis layanan dasar terhadap 6 (enam)
urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
meliputi urusan pemerintahan bidang:

. Pendidikan;

. Kesehatan;

a
b
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
f. Sosial.

Secara eksplisit pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 dimaksud, mengamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta secara kekhususannya otonomi daerah berada pada level
provinsi yang melaksanakan penerapan SPM bagi seluruh jenis layanan

dasar pada tingkat provinsi.
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Pelaksanaan penerapan SPM oleh pemerintah daerah saat ini

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun pedoman

teknis Penerapan SPM yang mencakup layanan dasar dan mutu

layanannya adalah sebagai berikut:

a.

A\N

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana
Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran
Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Mutu Pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2022 tentang
Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat; dan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar
Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.
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2.1

BAB I
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum yang
dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta, swasta, dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan di Provinsi
DKI Jakarta. Capaian kinerja makro Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:

Tabel II.1
Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta

: L Capaian Kinerja Capaian Kinerja Perubahan
No. Indikator Kinerja Makro Tahun 2024 Tahun 2025 (%)

@ 2 3 Q) )]

1. Indeks Pembangunan Manusia 84,15 85,05 1,07%
2 Angka Kemiskinan 4,14% 4,03% -2,66%
3. Angka Pengangguran 6,21% 6,05% -2,58%
4. Pertumbuhan Ekonomi 4,91% 5,21% 6,11%
5. Pendapatan per Kapita 344,35 367,69 6,77%
6. Ketimpangan Pendapatan 0,431 0,423 -1,86%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang
digunakan untuk mengukur kualitas hidup penduduk di suatu negara
atau daerah. Nilai IPM menjadi tolak ukur untuk melihat sejauh mana
keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan
kesejahteraan dalam berbagai aspek, antara lain dengan menjelaskan
aksesibilitas penduduk terhadap kesehatan, pendidikan, dan

pendapatan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi/indikator dasar yaitu:
a. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat yang Direpresentasikan oleh

Umur Harapan Hidup Saat Lahir

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) menggambarkan rata-
rata usia yang dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir, dengan asumsi
bahwa kondisi kesehatan yang baik sesuai kondisinya pada saat lahir

akan terus berlanjut sepanjang hidupnya.
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b.

Dimensi Pengetahuan yang dibentuk oleh dua indikator, yaitu
indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan perkiraan atas
rata-rata lama pendidikan formal yang dapat diikuti oleh anak berusia
7 (tujuh) tahun ke atas. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
merupakan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia
25 (dua puluh lima) tahun ke atas untuk mengikuti pendidikan formal.
Nilai RLS yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat telah

mengikuti tingkat pendidikan dengan baik.

Dimensi Standar Hidup Layak yang direpresentasikan dengan
pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan)

Dimensi ini mengukur kemampuan masyarakat untuk memenuhi
kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, sanitasi, air

bersih, dan kebutuhan lainnya yang menunjang kehidupan layak.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor 55/11/31/Th.XXVIl yang

dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta pada
5 November 2025, IPM DKI Jakarta tahun 2025 mencapai 85,05 atau

meningkat 0,90 poin (0,72 persen) dibandingkan tahun sebelumnya yang

mencapai 84,15. Peningkatan IPM 2025 terjadi pada semua dimensi

dengan UHH meningkat sebesar 0,28 tahun yaitu dari 75,99 tahun pada
2024 menjadi 76,27 tahun; HLS meningkat 0,29 tahun vyaitu dari
13,51 tahun pada 2024 menjadi 13,80 tahun; RLS meningkat sebesar
0,1 tahun yaitu dari 11,49 tahun menjadi 11,59 tahun pada 2025; serta

rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan)

sebesar 20,67 juta rupiah per tahun atau meningkat 723 ribu rupiah

(3,62 persen) dibandingkan pengeluaran tahun sebelumnya.

N\
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Gambar II.1
Tren Indeks Pembangunan Manusia
di Provinsi DKI Jakarta Periode 2021-2025

85,05

84’ 15 = > = -

82,25 __~pan

2021 2022 2023 2024 2025
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Capaian IPM DKl Jakarta tahun 2025 mengukuhkan status
pembangunan manusia DKI Jakarta tercatat “sangat tinggi” (IPM=80)
selama kurun waktu 2021-2025. Hal ini merepresentasikan DKI Jakarta
sebagai Provinsi dengan kualitas hidup penduduk tertinggi di Indonesia
dengan peningkatan IPM rata-rata selama 5 (lima) tahun sebesar

0,67 persen per tahun.

2.1.2 Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta dihitung dengan
membandingkan jumlah penduduk yang hidup di bawah Garis
Kemiskinan terhadap total penduduk Provinsi DKI Jakarta, dikalikan
100 persen. Adapun Garis Kemiskinan (GK) diukur berdasarkan nilai
rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk
memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, baik kebutuhan makanan (GKM)
maupun kebutuhan bukan makanan (GKBM).

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta
melalui Berita Resmi Statistik Nomor 11/02/31/Th.XXVIII tanggal
5 Februari 2026, angka kemiskinan di DKI Jakarta mencapai 4,03 persen
pada September 2025. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar
0,11 poin dibandingkan  September 2024 yang mencapai
4,14 persen. Jumlah penduduk miskin Jakarta pada September 2025
mencapai 439,12 ribu orang atau menurun sebanyak 25,75 ribu orang

dibandingkan kondisi Maret 2025 yang mencapai 464,87 ribu orang.
-3
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Gambar 11.2
Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Provinsi DKI Jakarta Periode 2018-2025

439,12
V-25,75

8 ¥ -025

2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2024 2024 2025 2025
(Mar)  (Sep) (Mar) (Sep) (Mar) (Sep) (Mar) (Sep) (Mar) (Sep) (Mar) (Mar) (Sep) (Mar) (Sep)

Jumlah Penduduk Miskin (RibuOrang] es@=Persentase Penduduk Miskin (%)
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta pada
September 2025 merupakan angka terendah sejak pandemi COVID-19,
meskipun belum sepenuhnya kembali ke kondisi sebelum pandemi.
Dibandingkan dengan puncak kemiskinan pada Maret 2021 sebesar
4,72 persen, angka kemiskinan September 2025 telah menurun sebesar
0,69 persen poin. Namun demikian, jika dibandingkan dengan kondisi
sebelum pandemi dengan tingkat kemiskinan sebesar 3,42 persen pada
September 2019, tingkat kemiskinan per September 2025 masih relatif
cukup tinggi. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, tren penurunan
angka kemiskinan menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan, yaitu dari
4,44 persen (Maret 2023) menjadi 4,14 persen (September 2024), dan
4,03 persen (September 2025). Perkembangan tersebut mencerminkan
hasil dari berbagai upaya pengendalian kemiskinan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara berkesinambungan.
Penurunan angka kemiskinan tersebut sejalan dengan membaiknya
beberapa indikator makro ekonomi, antara lain pertumbuhan ekonomi
yang tetap terjaga, penurunan tingkat pengangguran, serta pengendalian

inflasi.
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Selain itu, terdapat peningkatan signifikan jumlah Satuan
Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di DKI Jakarta, dari 14 (empat
belas) unit pada Februari 2025 menjadi 189 (seratus delapan puluh
sembilan) unit pada September 2025. Peningkatan jumlah SPPG seiring
dengan perluasan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
diharapkan dapat mendukung penurunan kemiskinan melalui
pengurangan beban pengeluaran rumah tangga penerima manfaat,
sekaligus mendorong peningkatan pendapatan masyarakat yang terlibat
sebagai tenaga kerja pada SPPG.

Upaya pengentasan kemiskinan juga didukung oleh berbagai
program bantuan dari Pemerintah Pusat, antara lain Program Bantuan
Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta
Program Indonesia Pintar (PIP). Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta melaksanakan sejumlah program perlindungan sosial dan
pengentasan kemiskinan, antara lain Bantuan Sosial Tunai, Kartu
Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul
(KIMU), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Program Bantuan
Pangan, serta Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD). Program
pendukung lainnya meliputi pemberian insentif bagi pelaku Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM), pembebasan biaya sewa rumah susun
sederhana sewa (Rusunawa), serta penyediaan pelatihan kerja gratis
melalui Balai Latihan Kerja.

Secara umum, penyaluran program bantuan sosial oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama periode Maret—September 2025
berjalan tepat waktu tanpa keterlambatan. Pada September 2025,
bantuan yang disalurkan antara lain KJP Plus, Bantuan Biaya Masuk
Sekolah (uang pangkal), serta bantuan sosial PKD yang meliputi Kartu
Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang
Disabilitas Jakarta (KPDJ). Seluruh upaya yang dilakukan diharapkan
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta dan

mengurangi bertambahnya penduduk miskin.
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2.1.3 Angka Pengangguran

Pengukuran angka pengangguran di Provinsi DKI Jakarta
menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan
indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar
kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga
kerja. TPT dihitung dari persentase jumlah pengangguran terbuka
terhadap jumlah angkatan kerja. Adapun yang dimaksud dengan
pengangguran adalah penduduk usia kerja (penduduk yang berumur
15 tahun atau lebih) yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha,
tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan
pekerjaan, ataupun sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai
bekerja. Sementara itu, angkatan kerja merupakan penduduk dalam usia
kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja
dan pengangguran.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dipublikasikan oleh
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKl Jakarta pada
5 November 2025, TPT DKI Jakarta pada Agustus 2025 sebesar
6,05 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,16 poin dibandingkan
Agustus 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa dari 100 orang angkatan
kerja terdapat sekitar 6 orang penganggur. Lebih detail lagi, pada periode
yang sama, TPT laki-laki mencapai 6,21 persen sedangkan TPT
perempuan lebih rendah dengan 5,79 persen. Apabila dilihat dari
pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT tamatan
SMA umum merupakan yang paling tinggi (7,18 persen) sedangkan TPT
tamatan SD ke bawah menjadi yang paling rendah (2,83 persen).

Gambar 11.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
di Provm5| DKI Jakarta Periode 2022 2025

Agustus 2022-Agustus 2025
(persen)

53
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=
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Agustus 2023

Agustus 2023
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025
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Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama
dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan
hasil Sakernas Agustus 2025 di Jakarta, tiga lapangan pekerjaan yang
menyerap tenaga kerja paling banyak adalah sektor perdagangan
sebesar 23,01 persen; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum
sebesar 12,67 persen; serta sektor pengangkutan dan pergudangan
sebesar 11,83 persen. Pola tersebut masih sama dengan kondisi
Agustus 2024. Adapun status pekerjaan utama penduduk Jakarta terbagi
menjadi 2 (dua) kategori kegiatan yaitu formal dan informal. Kegiatan
formal mencakup penduduk dengan status berusaha dibantu buruh
tetap/dibayar dan buruh/karyawan/ pegawai, sedangkan kegiatan
informal mencakup penduduk dengan status berusaha sendiri, berusaha
dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja
keluarga/tak dibayar. Pada Agustus 2025, jumlah penduduk Jakarta yang
bekerja pada kegiatan formal sebanyak 3,25 juta orang (63,37 persen)
dan yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1,88 juta orang
(36,63 persen). Persentase penduduk bekerja pada kegiatan informal
mengalami peningkatan sebesar 0,32 poin dibandingkan Agustus 2024.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan produksi
barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu
terhadap nilai tahun sebelumnya. Berdasarkan Berita Resmi Statistik
Nomor 10/02/31/Th.XXVIll yang dipublikasikan oleh Badan Pusat
Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta pada 5 Februari 2026, pengukuran
pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta menggunakan besaran Produk
Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dan
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pada tahun 2025, PDRB ADHB
Jakarta mencapai Rp3.926,15 triliun, sedangkan PDRB ADHK mencapai
Rp2.263,24 triliun.
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Gambar 1.4
Pertumbuhan PDRB (c-to-c) di Provinsi DKI Jakarta
Periode 2021-2025

gt m g
2021 2022 2023 2024 2025

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Laju pertumbuhan ekonomi Jakarta (c-to-c) periode 2021-2025
menunjukkan pola pemulihan yang stabil. Ekonomi Jakarta tumbuh
sebesar 5,21 persen pada 2025, meningkat dari 2024 dengan capaian
sebesar 4,91 persen. Secara historis, perekonomian Jakarta mengalami
kenaikan signifikan pada periode 2021-2022 yakni dari 3,55 persen
menjadi 5,25 persen. Meskipun sempat mengalami perlambatan pada
2023-2024, pertumbuhan ekonomi kembali menguat pada 2025 yang
mencerminkan terjaganya stabilitas perekonomian daerah pada tahun ini.

Dari sisi produksi, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi
pada 2025 adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
(9,33 persen), Transportasi dan Pergudangan (8,69 persen), dan Jasa
Lainnya (8,46 persen). Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang
dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi (12,50 persen), disusul oleh
Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (10,56 persen), dan
Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)
(5,25 persen).

Struktur ekonomi Jakarta pada tahun 2025 masih didominasi oleh
Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor (18,12 persen); Industri Pengolahan (11,13 persen); dan
Jasa Keuangan dan Asuransi (10,96 persen). Sementara dari sisi
pengeluaran, struktur perekonomian didominasi oleh Komponen Ekspor
Barang dan Jasa serta PK-RT yang masing-masing berkontribusi

sebesar 76,40 persen dan 62,80 persen.
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2.1.5 Pendapatan Per-Kapita

Pendapatan per kapita digunakan untuk menilai kesejahteraan
suatu daerah secara agregat. Terdapat beberapa pendekatan (proxy)
yang dapat digunakan untuk mengukur pendapatan per kapita suatu
daerah di mana pendekatan yang paling sering digunakan adalah PDRB
per kapita. PDRB per kapita mencerminkan rata-rata nilai tambah yang
dihasilkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh setiap penduduk pada suatu
wilayah.

Pendapatan per kapita Provinsi DKI Jakarta dihitung berdasarkan
PDRB ADHB, yakni dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah
penduduk pertengahan tahun dalam suatu wilayah per periode tertentu.
Pada 2025, PDRB per kapita DKI Jakarta tercatat sebesar Rp367,69 juta
atau meningkat 6,77 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai
Rp344,35 juta. Tren PDRB per kapita DKI Jakarta dalam kurun waktu
2021-2025 menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, dengan kenaikan
bertahap dari Rp274,66 juta pada 2021 menjadi Rp299,67 juta pada
2022, hingga akhirnya mencapai Rp367,69 juta pada 2024. Kenaikan ini
mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah DKI
Jakarta.

Gambar 1.5
PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku
dalam Juta Rupiah Periode 2021-2025

Pendapatan per Kapita (dalam Juta Rupiah)

2021 2022 2023 2024 2025
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025
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2.1.6 Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketimpangan atau kesenjangan pengeluaran
penduduk menggunakan indikator Rasio Gini yang diukur oleh Badan
Pusat Statistik (BPS). Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1,
dimana nilai yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat
ketimpangan yang semakin tinggi. Sebaliknya, semakin mendekati O
menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Nilai 0 pada
Rasio Gini menggambarkan kesetaraan sempurna, di mana setiap
individu memiliki pendapatan yang sama, sedangkan nilai 1
mencerminkan ketimpangan ekstrem, di mana satu individu menguasai
seluruh pendapatan sementara yang lain tidak memiliki apa pun.

Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta pada September 2025 tercatat
sebesar 0,423 atau menurun 0,018 poin dibandingkan Maret 2025 yang
mencapai 0,441. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024
sebesar 0,431, tingkat ketimpangan pada 2025 juga mengalami
penurunan sebesar 1,86 persen. Penurunan ini sejalan dengan
penurunan tingkat kemiskinan yang mengindikasikan bahwa
kesenjangan pengeluaran antara penduduk kelas atas dan kelas bawah
menjadi semakin sempit.

Gambar 11.6
Tren Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta Secara Umum Berada di Atas
Tren Rasio Gini Nasional Periode 2017-2025

Gini Ratio Provinsi DK| Jakarta, Maret 2017 - September 2025
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Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025
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Berdasarkan tren tahun 2017-2025, rasio gini DKI Jakarta
cenderung berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan Nasional
dan menunjukkan kecenderungan meningkat dalam beberapa tahun
terakhir. Setelah sempat menurun pada periode 2018-2019,
ketimpangan di DKI Jakarta kembali meningkat sejak 2020 dan
mencapai puncaknya pada Maret 2025 sebesar 0,441, sebelum sedikit
menurun menjadi 0,423 pada September 2025. Sementara itu, rasio gini
Nasional relatif lebih stabil dan berada pada kisaran 0,36-0,39, bahkan
menunjukkan tren menurun hingga 0,363 pada September 2025. Kondisi
ini menegaskan bahwa meskipun terjadi perbaikan pada 2025, disparitas

ekonomi di DKI Jakarta masih lebih tinggi dibandingkan tingkat Nasional.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan

gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan

perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya menjadi kewenangan Provinsi tapi

juga sampai pada kewenangan kabupaten/kota administrasi.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Pemerintahan

Pemerintahan

Tabel 11.2
Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Provinsi DKI Jakarta
Urusan Capaian

Indikator Kinerja Kunci Hasil Sumber Data

Kinerja

@ @

©) ©) ) (6

A. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

1. | Pendidikan

Persentase anak usia 16-18 tahun 98,75 Dinas Pendidikan
yang berpartisipasi dalam
pendidikan menengah

2. | Pendidikan

Persentase anak usia 4-18 tahun 99,41 Dinas Pendidikan
penyandang disabilitas yang
berpartisipasi dalam pendidikan
khusus

3. | Pendidikan

Persentase toilet Sekolah 86,74 Dinas Pendidikan
Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan, Sekolah
Dasar Luar Biasa, Sekolah
Menengah Pertama Luar Biasa,
Sekolah Menengah Atas Luar
Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan
Luar Biasa dalam kondisi baik
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Uru_san Indikator Kinerja Kunci Hasil Ca_Lpa@m Sumber Data
Pemerintahan Kinerja
1) 2 3 4 (©) (6)
4. | Pendidikan Persentase ruang kelas Sekolah 89,36 Dinas Pendidikan
Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan, Sekolah
Dasar Luar Biasa, Sekolah
Menengah Pertama Luar Biasa,
Sekolah Menengah Atas Luar
Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan
Luar Biasa dalam kondisi baik
5. | Kesehatan Rasio daya tampung Rumah Sakit 2,66 Dinas Kesehatan
Rujukan
6. | Kesehatan Persentase Rumah Sakit Rujukan 92,43 Dinas Kesehatan
provinsi yang terakreditasi
Paripurna
7. | Kesehatan Persentase pelayanan kesehatan 100 Dinas Kesehatan
bagi penduduk terdampak krisis
kesehatan akibat bencana dan/atau
berpotensi bencana
8. | Kesehatan Persentase pelayanan kesehatan 100 Dinas Kesehatan
bagi orang yang terdampak dan
berisiko pada situasi Kejadian Luar
Biasa provinsi
9. | Pekerjaan Umum Persentase kondisi irigasi N/A Dinas Sumber Daya | Tidak ada
dan Penataan kewenangan provinsi Air Kewenangan
Ruang
10. | Pekerjaan Umum Tingkat kemantapan jalan 97,35 Dinas Bina Marga
dan Penataan
Ruang
11 | Pekerjaan Umum Persentase Luas Kawasan 100 Dinas Sumber Daya
dan Penataan Permukiman Rawan Banjir yang Air
Ruang Terlindungi oleh Infrastruktur
Pengendalian dan Mitigasi Banijir
12 | Pekerjaan Umum Persentase kapasitas yang dapat 100 Dinas Sumber Daya
dan Penataan terlayani melalui penyaluran air Air
Ruang minum curah lintas kabupaten/kota
terhadap kebutuhan pemenuhan
kapasitas yang memerlukan
pelayanan air minum curah lintas
kabupaten/kota
13 | Pekerjaan Umum Persentase pelayanan pengolahan 79,49 Dinas Sumber Daya
dan Penataan limbah domestik oleh SPALD Air
Ruang Regional
14 | Pekerjaan Umum Rasio tenaga kerja konstruksi yang 100 Badan Pelayanan
dan Penataan terlatih di wilayah provinsi yang Pengadaan Barang
Ruang dibuktikan dengan sertifikat dan Jasa
pelatihan ahli
15 | Pekerjaan Umum Persentase penilaian pelaksanaan 75 Dinas Cipta Karya,
dan Penataan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Tata Ruang dan
Ruang Ruang berdasarkan Kesesuaian Pertanahan/Dinas
Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Penanaman Modal
sudah diterbitkan di provinsi dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
16 | Perumahan Rakyat | Persentase warga negara korban N/A Dinas Perumahan Tidak ada
dan Kawasan bencana provinsi yang memperoleh Rakyat dan bencana
Permukiman rumah layak huni Kawasan Provinsi
Permukiman

N\

N\
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Uru_san Indikator Kinerja Kunci Hasil Ca_Lpa@m Sumber Data
Pemerintahan Kinerja
1) 2 3 4 (©) (6)
17 | Perumahan Rakyat | Persentase warga negara yang 95,45 Dinas Perumahan
dan Kawasan terkena relokasi akibat program Rakyat dan
Permukiman provinsi yang memperoleh fasilitasi Kawasan
penyediaan rumah yang layak huni Permukiman
18 | Perumahan Rakyat | Persentase luas kawasan kumuh 102,39 Dinas Perumahan
dan Kawasan 10-15 Ha yang ditangani Rakyat dan
Permukiman Kawasan
Permukiman
19 | Ketenteraman dan | Persentase dokumen kebencanaan 100 Badan
Ketertiban Umum yang telah ditetapkan dan masih Penanggulangan
serta Perlindungan | berlaku Bencana Daerah
Masyarakat
20 | Ketenteraman dan | Persentase penyelenggaraan 100 Satuan Polisi
Ketertiban Umum ketertiban umum dan ketenteraman Pamong Praja
serta Perlindungan | masyarakat yang dilaksanakan oleh
Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja
21 | Ketenteraman dan | Persentase peraturan daerah dan 100 Satuan Polisi
Ketertiban Umum peraturan kepala daerah yang Pamong Praja
serta Perlindungan | ditegakkan
Masyarakat
22 | Ketenteraman dan | Persentase penanganan pra 100 Badan
Ketertiban Umum bencana Penanggulangan
serta Perlindungan Bencana Daerah
Masyarakat
23 | Ketenteraman dan Persentase penanganan tanggap 100 Badan
Ketertiban Umum darurat bencana Penanggulangan
serta Perlindungan Bencana Daerah
Masyarakat
24 | Ketenteraman dan Persentase penanganan pasca 100 Badan
Ketertiban Umum bencana Penanggulangan
serta Perlindungan Bencana Daerah
Masyarakat
25 | Sosial Persentase penyandang disabilitas 100 Dinas Sosial
terlantar yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya di dalam panti
26 | Sosial Persentase Anak Terlantar yang 100 Dinas Sosial
terpenuhi kebutuhan dasarnya di
dalam panti
27 | Sosial Persentase lanjut usia terlantar 100 Dinas Sosial
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
di dalam panti
28 | Sosial Persentase Gelandangan dan 100 Dinas Sosial
Pengemis yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di dalam panti
29 | Sosial Persentase korban bencana alam, 100 Dinas Sosial
sosial dan/atau non alam yang
terpenuhi kebutuhan dasar pada
saat dan setelah tanggap darurat
bencana provinsi
30 | Sosial Persentase penerima manfaat yang 100 Dinas Sosial
terpenuhi kebutuhan dasar

N\

N\
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Urusan
Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Hasil

Capaian
Kinerja

Sumber Data

1) 2 3 4 (©)] (6)

B. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

31 | Tenaga Kerja Persentase kegiatan yang 100 Badan Pelayanan
dilaksanakan yang mengacu ke Pengadaan Barang
rencana tenaga kerja dan Jasa

32 | Tenaga Kerja Persentase Perusahaan yang 96,06 Dinas Tenaga Kerja,
menerapkan tata kelola kerja yang Transmigrasi dan
layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Energi
Struktur Skala Upah, dan terdaftar
peserta BPJS Ketenagakerjaan).

33 | Tenaga Kerja Persentase perusahaan yang 96,06 Dinas Tenaga Kerja,
menerapkan peraturan Transmigrasi dan
perundangan bidang Energi
ketenagakerjaan

34 | Tenaga Kerja Persentase pekerja bukan 100 Dinas Lingkungan
penerima upah dan atau pekerja Hidup
rentan yang mendapatkan
perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan

35 | Pemberdayaan Persentase anak korban kekerasan 100 Dinas

Perempuan dan yang mendapatkan layanan Pemberdayaan,
Perlindungan Anak | komprehensif Perlindungan Anak
dan Pengendalian
Penduduk
36 | Pemberdayaan Persentase perempuan korban 100 Dinas
Perempuan dan kekerasan dan Tindak Pidana Pemberdayaan,
Perlindungan Anak | Perdagangan Orang yang Perlindungan Anak
mendapatkan layanan dan Pengendalian
komprehensif Penduduk

37 | Pangan Persentase jumlah cadangan 100 Dinas Ketahanan
pangan pemerintah provinsi Pangan, Kelautan

dan Pertanian

38 | Pertanahan Persentase ditetapkannya hak atas 61,52 Badan Pengelolaan
tanah dalam penguasaan dan Aset Daerah
pengelolaan pemerintah daerah

39 | Pertanahan Persentase Kesesuaian 81,37 Dinas Cipta Karya,
Pemanfaatan Ruang dengan Tata Ruang dan
Rencana Tata Ruang Wilayah Pertanahan

40 | Lingkungan Hidup Persentase ketaatan penanggung 30,88 Dinas Lingkungan
jawab usaha dan/atau kegiatan Hidup
terhadap izin lingkungan, izin
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH) dan
Peraturan Perundang-undangan
Lingkungan Hidup (PUU LH) yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

41 | Administrasi Jumlah data profil kependudukan 100 Dinas

Kependudukan yang disusun dan dipublikasikan Kependudukan dan
dan Catatan Sipil Pencatatan Sipil

42 | Administrasi Pemanfaatan data kependudukan 100 Dinas

Kependudukan Kependudukan dan
dan Catatan Sipil Pencatatan Sipil

43 | Pemberdayaan Persentase peningkatan status N/A Dinas Tidak ada

Masyarakat dan desa mandiri Pemberdayaan, Kewenangan
Desa Perlindungan Anak
dan Pengendalian
Penduduk

N\

N\
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Uru_san Indikator Kinerja Kunci Hasil Ca_Lpa@m Sumber Data
Pemerintahan Kinerja
1) 2 3 4 (©) (6)
44 | Pemberdayaan Persentase fasilitasi kerja sama N/A Dinas Tidak ada
Masyarakat dan desa Pemberdayaan, Kewenangan
Desa Perlindungan Anak
dan Pengendalian
Penduduk
45 | Pengendalian Angka kelahiran total (Total Fertility 81,98 Dinas
Penduduk dan Rate/TFR) per Wanita Usia Subur Pemberdayaan,
Keluarga usia 15-49 tahun Perlindungan Anak
Berencana dan Pengendalian
Penduduk
46 | Pengendalian Angka prevalensi kontrasepsi 47,65 Dinas
Penduduk dan modern/modern Contraceptive Pemberdayaan,
Keluarga Prevalence Rate (MCPR) Perlindungan Anak
Berencana dan Pengendalian
Penduduk
47 | Pengendalian Persentase kebutuhan ber- 100,60 Dinas
Penduduk dan Keluarga Berencana yang tidak Pemberdayaan,
Keluarga terpenuhi (unmet need) Perlindungan Anak
Berencana dan Pengendalian
Penduduk
48 | Perhubungan Konektivitas Provinsi 0,99 Dinas Perhubungan
49 | Perhubungan V/C Ratio di Jalan Provinsi 0,85 Dinas Perhubungan
50 | Perhubungan Persentase perusahaan angkutan 1591 Dinas Perhubungan
umum yang tersertifikasi sistem
manajemen keselamatan
51 | Komunikasi dan Persentase Perangkat Daerah (PD) 100 Dinas Komunikasi,
Informatika dan/atau unit pelaksana teknis Informatika dan
daerah yang terhubung dengan Statistik
akses internet yang disediakan oleh
Dinas Komunikasi dan Informatika
52 | Komunikasi dan Persentase Layanan Publik yang 70,19 Dinas Komunikasi,
Informatika diselenggarakan secara online dan Informatika dan
terintegrasi Statistik
53 | Komunikasi dan Persentase masyarakat yang 100 Dinas Komunikasi,
Informatika menjadi sasaran penyebaran Informatika dan
informasi publik, mengetahui Statistik
kebijakan dan program prioritas
pemerintah dan pemerintah daerah
provinsi
54 | Koperasi, Usaha Persentase pertumbuhan volume 4,89 Dinas Perindustrian,
Kecil, dan usaha koperasi Perdagangan,
Menengah Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah
55 | Koperasi, Usaha Persentase usaha kecil yang 45,10 Dinas Perindustrian,
Kecil, dan bertransformasi dari informal ke Perdagangan,
Menengah formal Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah
56 | Koperasi, Usaha Persentase proporsi ekspor dari 0,04 Dinas Perindustrian,
Kecil, dan usaha kecil Perdagangan,
Menengah Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah

N\

N\

[1-15

N\ N\

N\

N\

N\




Urusan
Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Hasil

Capaian
Kinerja

Sumber Data

1) 2 3 4 (©) (6)
57 | Penanaman Modal | Persentase peningkatan investasi di 12,02 Dinas Penanaman
provinsi Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
58 | Penanaman Modal | Persentase realisasi investasi 106,25 Dinas Penanaman
terhadap target investasi Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
59 | Pemuda dan Persentase partisipasi pemuda 100 Dinas Perindustrian,
Olahraga dalam kegiatan ekonomi mandiri Perdagangan,
Koperasi, Usaha
Kecil dan
Menengah/Dispora
60 | Pemuda dan Persentase partisipasi pemuda 6,76 Dinas Pemuda dan
Olahraga dalam organisasi kepemudaan dan Olahraga
organisasi sosial kemasyarakatan
61 | Pemuda dan Persentase atlet yang masuk 94,32 Dinas Pemuda dan
Olahraga Pemusatan Latihan Nasional Olahraga
62 | Pemuda dan Persentase jumlah atlet berprestasi 73,85 Dinas Pemuda dan
Olahraga Olahraga
63 | Statistik Persentase kepatuhan daftar data 100 Dinas Komunikasi,
yang dilaporkan kepada wali data Informatika dan
berdasarkan kesepakatan forum Statistik
satu data daerah
64 | Persandian Persentase tingkat kematangan 90.74 Dinas Komunikasi,
keamanan siber dan sandi Informatika dan
pemerintah daerah Statistik
65 | Kebudayaan Persentase warisan budaya yang 100 Dinas Kebudayaan
dilestarikan
66 | Perpustakaan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca 57,23 Dinas Perpustakaan
(TKM) masyarakat dan Kearsipan
67 | Perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi 44,15 Dinas Perpustakaan
Masyarakat (IPLM) dan Kearsipan
68 | Kearsipan Tingkat ketersediaan arsip sebagai 71,76 Dinas Perpustakaan
bahan akuntabilitas kinerja, alat dan Kearsipan
bukti yang sah dan
pertanggungjawaban Nasional)
Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan
C. Urusan Pemerintahan Pilihan
69 | Kelautan dan Persentase produksi perikanan 150,26 Dinas Ketahanan
Perikanan tangkap dan budidaya Pangan, Kelautan
dan Pertanian
70 | Kelautan dan Persentase peningkatan jumlah 16,17 Dinas Ketahanan
Perikanan pelaku usaha pengolahan hasil Pangan, Kelautan
perikanan tangkap dan budidaya di dan Pertanian
wilayah provinsi
71 | Kelautan dan Persentase kepatuhan pelaku 87,08 Dinas Ketahanan
Perikanan usaha KP terhadap ketentuan Pangan, Kelautan
peraturan perundangan yang dan Pertanian
berlaku
72 | Pariwisata Persentase pertumbuhan jumlah 9,15 Dinas Pariwisata
wisatawan asing dan Ekonomi Kreatif

N\

N\

[1-16

N\ N\

N\

N\

N\



Uru_san Indikator Kinerja Kunci Hasil Ca_Lpa@m Sumber Data
Pemerintahan Kinerja
1) 2 3 4 (©) (6)
73 | Pariwisata Persentase peningkatan perjalanan 0,19 Dinas Pariwisata
wisatawan nusantara yang datang dan Ekonomi Kreatif
ke provinsi
74 | Pariwisata Rasio Produk Domestik Regional 5,05 Dinas Pariwisata
Bruto penyediaan akomodasi, dan Ekonomi Kreatif
makan, minum
75 | Pertanian Persentase peningkatan produksi -46,51 Dinas Ketahanan
tanaman pangan Pangan, Kelautan
dan Pertanian
76 | Pertanian Persentase peningkatan produksi 33,47 Dinas Ketahanan
hortikultura Pangan, Kelautan
dan Pertanian
77 | Pertanian Persentase peningkatan produksi 30,71 Dinas Ketahanan
komoditas peternakan Pangan, Kelautan
dan Pertanian
78 | Kehutanan Persentase Luas lahan kritis yang N/A Dinas Pertamanan Tidak ada
direhabilitasi dan Hutan Kota Kewenangan
79 | Kehutanan Persentase luas kawasan hutan N/A Dinas Pertamanan Tidak ada
yang dikelola oleh masyarakat dan Hutan Kota Kewenangan
dalam skema hutan desa, hutan
kemasyarakatan, hutan tanaman
rakyat dan kemitraan kehutanan
80 | Kehutanan Persentase penurunan kerusakan N/A Dinas Pertamanan Tidak ada
hutan yang menjadi kewenangan dan Hutan Kota Kewenangan
Provinsi
81 | Energi dan Sumber | Peraturan Daerah/Peraturan Ada Dinas Sumber Daya
Daya Mineral Gubernur terkait izin pengusahaan Air
dan persetujuan penggunaan air
tanah yang menjadi kewenangan
provinsi telah ditetapkan
82 | Energi dan Sumber | Persentase usaha tambang sesuai N/A Dinas Tenaga Kerja, Tidak ada
Daya Mineral kewenangan provinsi yang tidak Transmigrasi dan Kewenangan
melanggar peraturan perundang- Energi
undangan
83 | Perdagangan Persentase penanganan 100 Dinas Perindustrian,
pengaduan konsumen per provinsi Perdagangan,
Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah
84 | Perdagangan Nilai ekspor barang per provinsi 150,21 Dinas Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah
85 | Perindustrian Pencapaian sasaran pembangunan 81,86 Dinas Perindustrian,
industri daerah, meliputi: Perdagangan,
1. Pertumbuhan Produk Domestik Koperasi, Usaha
Regional Bruto sektor industri Kecil dan Menengah
pengolahan nonmigas provinsi
2. Kontribusi sektor industri
pengolahan nonmigas terhadap
Produk Domestik Regional Bruto
provinsi
3. Jumlah tenaga kerja sektor
industri pengolahan nonmigas
provinsi
4. Nilai ekspor sektor industri
pengolahan nonmigas provinsi
5. Nilai investasi sektor industri
pengolahan nonmigas provinsi

N\

N\
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Uru_san ‘ Indikator Kinerja Kunci Hasil Ce_lpa@n Sumber Data
Pemerintahan Kinerja
1) 2 3 4 (©)] (6)
86 | Perindustrian Persentase kepatuhan pelaku 69,92 Dinas Perindustrian,
usaha industri besar yang Perdagangan,
melaporkan informasi melalui Koperasi, Usaha
Sistem Informasi Industri Nasional Kecil dan Menengah
87 | Perindustrian Persentase Pertambahan jumlah 11,26 Dinas Perindustrian,
industri besar di provinsi Perdagangan,

Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah

88 | Perindustrian Persentase realisasi investasi 4,67 Dinas Perindustrian,
sektor industri dibandingkan Perdagangan,
realisasi investasi seluruh sektor Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah
89 | Transmigrasi Tidak ada kewenangan provinsi N/A Dinas Tenaga Kerja, Tidak ada
Transmigrasi dan | Kewenangan
Energi

Sumber: Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan
Tabel 11.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)
untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

Urusan Capaian
Kinerja

Indikator Kinerja Kunci Hasil Sumber Data

Pemerintahan

@ @ (©) Q) ©) (6)

1 | Perencanaan Persentase Kesesuaian antara 100 Badan Perencanaan
Rencana Kerja Pemerintah dengan Pembangunan Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD)

2 | Keuangan Persentase belanja pegawai daerah 9,01 Badan Pengelolaan
tidak termasuk belanja untuk Keuangan Daerah
tambahan penghasilan guru,
tunjangan khusus guru, tunjangan
profesi guru, dan tunjangan sejenis
lainnya yang bersumber dari
Transfer ke Daerah (TKD) yang
telah ditentukan penggunaannya

3 | Keuangan Persentase Pendapatan Asli 64,01 Badan Pengelolaan
Daerah terhadap pendapatan Keuangan Daerah
daerah

4 | Keuangan Persentase realisasi anggaran 91,89 Badan Pengelolaan
belanja urusan wajib pelayanan Keuangan Daerah

dasar terhadap total belanja
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah tahun N

5 | Keuangan Persentase alokasi belanja 44,25 Badan Pengelolaan
infrastruktur pelayanan publik Keuangan Daerah
6 | Kelembagaan, Persentase Aparatur Sipil Negara 69,26 Badan Kepegawaian
Kepegawaian, pendidikan perguruan tinggi Daerah
Pendidikan, dan (Aparatur Sipil Negara tidak
Pelatihan termasuk guru dan tenaga
kesehatan)
7 | Penelitian dan Persentase perangkat daerah yang 100 Badan Perencanaan
Pengembangan menerapkan inovasi dan telah Pembangunan Daerah
menjadi bagian dari program
kegiatan
[1-18
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Uru_san ‘ Indikator Kinerja Kunci Hasil Ce_lpa@n Sumber Data
Pemerintahan Kinerja
1) 2 3 4 ©)] (6)
8 | Pengawasan Maturitas Penyelenggaraan Sistem 4 Inspektorat
Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP)
9 | Pengawasan Kapabilitas Aparatur Pengendalian 5 Inspektorat
Intern Pemerintah (APIP)
10 | Pengawasan Manajemen risiko Indeks 4 Inspektorat
11 | Pengawasan Persentase tindak lanjut 99,45 Inspektorat
rekomendasi Badan Pemeriksa
Keuangan tahun anggaran N-1
12 | Pengadaan Tingkat kematangan Unit Kerja 40 Badan Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pengadaan Barang dan
Jasa
13 | Pengadaan Pemanfaatan sistem pengadaan 28,01 Badan Pelayanan
Pengadaan Barang dan
Jasa
14 | Pengadaan Kualifikasi dan kompetensi Sumber 18,21 Badan Pelayanan
Daya Manusia Pengadaan Pengadaan Barang dan
Barang/Jasa (SDM PBJ) Jasa
15 | Hubungan dengan | Ketepatan penetapan Peraturan Tepat Biro Hukum
Perwakilan Daerah | Daerah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun N
16 | Hubungan dengan | Persentase penetapan Rancangan 61,54 Biro Hukum
Perwakilan Daerah | Peraturan Daerah tahun N
17 | Pelayanan Publik Penilaian maladministrasi 90,11 Biro Organisasi
penyelenggaraan pelayanan publik dan Reformasi
Birokrasi, Ombudsman
RI

Sumber: Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026
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2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk kewajiban instansi
pemerintah mempertanggungjawabkan capaian pelaksanaan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021
menegaskan penyelenggaraan pemerintahan yang baik terukur melalui
akuntabilitas kinerja, sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat
dan kewajiban bagi pemerintah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memahami akuntabilitas juga
bukan sekedar kewajiban, tetapi juga pilar penting meningkatkan kinerja
pemerintahan. Akuntabilitas membuat publik mudah mengakses
informasi dan melakukan pengawasan. Melalui transparansi, diharapkan
tercipta lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan
ekonomi di Jakarta. Hal ini akan berdampak positif bagi kesejahteraan
masyarakat DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara periodik menyampaikan
laporan akuntabilitas kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi,
sekaligus menjadi tolak ukur realisasi program Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta dalam satu tahun pemerintahan. Laporan akuntabilitas
diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengukur capaian kinerja
dan memberikan evaluasi kepada pihak internal pemerintah maupun
eksternal tentang pelaksanaan program yang mendukung tujuan dan
sasaran yang ditetapkan.

Target kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tertuang dalam
Keputusan Gubernur Nomor 288 Tahun 2025 tentang Perjanjian Kinerja
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025. Perjanjian Kinerja
merupakan dokumen resmi penugasan yang memuat target kinerja,
program, dan indikator terukur untuk diwujudkan dalam satu tahun
anggaran.

Dalam Kepgub tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
menetapkan 4 (empat) tujuan melalui 4 (empat) indikator kinerja, dengan
17 sasaran dan 22 indikator kinerja sasaran yang harus terpenuhi.
Capaian kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memuat target spesifik
mulai dari persentase capaian target dan sasaran, respons Kkrisis,

realisasi belanja, indikator keberhasilan hingga nilai efisiensi anggaran.
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a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Target kinerja Provinsi DKI Jakarta dituangkan dalam

Keputusan Gubernur Nomor 288 Tahun 2025 tentang Perjanjian

Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun

2025, sesuai pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4
Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama

Tujuan/Sasaran
1) 2 3 4 (5
1. | Terwujudnya Regenerasi Kota yang Indeks Kota Layak Huni 71 Indeks

Berketahanan dan Berkelanjutan

a. | Terbangunnya Infrastruktur dan Persentase pemenuhan layanan 77,25 | Persen
Layanan Dasar Perkotaan yang dasar perkotaan
berkualitas

b. | Tercapainya perbaikan pola aktivitas | Persentase perjalanan 23,01 Persen
dan mobilitas melalui pengembangan | penduduk menggunakan moda
kota berorientasi transit transportasi publik

c. | Tercapainya pemulihan ekosistem 1) | Indeks kualitas lingkungan 56,4 Indeks
kota dan implementasi hidup
pembangunan rendah karbon 2) | Persentase penurunan 25,9 | Persen

emisi gas rumah kaca

d. a/leningkatnya stabilitas & ketahanan | Indeks Risiko Bencana 59,16 Indeks

ota
2. | Terbangunnya perekonomian inklusif yang | Indeks Pembangunan Ekonomi 8,2 Indeks
berdaya saing disertai penghidupan layak | Inklusif

dan pemerataan kesejahteraan

a. | Tumbuhnya ekonomi dan sektor Laju pertumbuhan ekonomi 5,6-6,4 | Persen
usaha berbasis pengalaman dan nilai
tambah

b. | Meningkatnya kesempatan kerja dan | Tingkat pengangguran terbuka 6,1 Persen
adaptabilitas tenaga kerja (Periode Agustus)

c. | Berkurangnya ketimpangan serta 1) | Rasio Gini 0,41 Koefisien
terjaminnya pemenuhan kebutuhan 2) | Tingkat Kemiskinan 3,25 Persen
dasar dan perlindungan sosial 3) | Tingkat Kemiskinan 0,35 Persen

Ekstrem

d. | Menguatnya Daya Saing Kota Indeks Daya Saing Daerah 4,01 Indeks

melalui Inovasi dan Kolaborasi
3. | Tercapainya Pembangunan Manusia | Indeks Pembangunan Manusia 84,15 Indeks

Madani yang Berkesetaraan

a. | Meratanya kesempatan pendidikan Indeks dimensi pendidikan 12,52 Tahun
untuk semua disertai edukasi
pembelajaran sepanjang hayat

b. | Meningkatnya kualitas dan harapan 1) | Angka Harapan Hidup 75,99 Tahun
hidup melalui perbaikan kesehatan 2) | Prevalensi stunting (pendek 15,80 Persen
perkotaan dan sangat pendek) pada

Balita

c. | Menurunnya kesenjangan melalui Indeks Pembangunan Gender 96,4 Indeks
pembangunan responsif gender

d. | Menguatnya nilai-nilai demokrasi, Indeks Demokrasi 84,57 Indeks
kebangsaan dan kebinekaan
masyarakat

N\
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Indikator Kinerja Utama

Tujuan/Sasaran
1) 2 3 Q) ©)]
4. | Terlaksananya transformasi pelayanan Indeks Reformasi Birokrasi 84 Indeks
publik dan manajemen pemerintahan
berintegritas
a. | Meningkatnya kualitas aksesibilitas Indeks Kepuasan Masyarakat 93,36 Indeks
dan kemudahan layanan masyarakat
b. | Terakselerasinya transformasi digital | Indeks Sistem Pemerintahan 4,46 Indeks
dan pengembangan ekosistem kota Berbasis Elektronik (SPBE)
cerdas
c. | Tercapainya perbaikan manajemen 1) | Predikat Akuntabilitas 87 (A) | Predikat
dan arsitektur kinerja pemerintah Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP)
2) | Indeks Survei Penilaian 80 Indeks
Integritas
d. | Terkelolanya keuangan daerah yang | Opini Laporan Keuangan WTP Opini
sehat, transparan dan akuntabel Daerah
e. | Berkembangnya kapasitas Indeks Sistem Merit 350,5 Indeks
profesionalitas dan iklim kerja
aparatur

Sumber: Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target
Perjanjian Kinerja
Dari total 26 (dua puluh enam) indikator yang diperjanjikan
dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun
2025, sebanyak 12 (dua belas) indikator terealisasi sesuai atau
melampaui target kinerja. Sebanyak 6 (enam) indikator belum
memenuhi target, dan sebanyak 8 (delapan) indikator belum memiliki
data realisasi (N/A). Ketiadaan hasil realisasi dikarenakan hingga
periode pelaporan, belum ada rilis di tahun 2025 dari pihak terkait
dalam hal ini pemerintah pusat/BPS/instansi/lembaga yang menjadi

dokumen rujukan Pemerintah Provinsi DKI sebagai indikator kinerja.
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Secara terperinci hasil pencapaian target kinerja dapat dilihat

pada tabel di bawabh ini:

Tabel Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2025

\[o} Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel I1.5

Target Realisasi| Satuan

Capaian

(%)

1) (2 3 4 (5) (6) )
1. | Terwujudnya Regenerasi Kota yang | Indeks Kota Layak Huni 71 N/A Indeks -
Berketahanan
dan Berkelanjutan
a. | Terbangunnya Infrastruktur Persentase pemenuhan layanan 77,25 N/A Persen -
dan Layanan Dasar Perkotaan | dasar perkotaan
yang berkualitas
b. | Tercapainya perbaikan pola Persentase perjalanan penduduk 21,87 23,63 Persen | 108,05
aktivitas dan mobilitas melalui | menggunakan moda transportasi
pengembangan kota publik
berorientasi transit
c. | Tercapainya pemulihan 1) | Indeks kualitas lingkungan 56,4 N/A Indeks -
ekosistem kota dan hidup
implementasi pembangunan 2) | Persentase penurunan 259 N/A Persen -
rendah karbon emisi gas rumah kaca
d. | Meningkatnya stabilitas dan Indeks Risiko Bencana 59,16 57,59 Indeks | 102,65
ketahanan kota
2. Terbangunnya perekonomian Indeks Pembangunan Ekonomi 8,20 N/A Indeks -
inklusif yang berdaya saing disertai Inklusif
penghidupan layak dan pemerataan
kesejahteraan
a. | Tumbuhnya ekonomi dan Laju pertumbuhan ekonomi 5,6-6,4 5,21 Persen 93,03
sektor usaha berbasis
pengalaman dan nilai tambah
b. | Meningkatnya kesempatan Tingkat pengangguran terbuka 6,1 6,05 Persen | 100,82
kerja dan adaptabilitas tenaga | (Periode Agustus)
kerja
c. | Berkurangnya ketimpangan 1) | Rasio Gini 0,41 0,44 |Koefisien| 92,97
serta terjaminnya pemenuhan 2) | Tingkat Kemiskinan 3,25 4,28 Persen 75,93
kebutuhan dasar dan 3) | Tingkat Kemiskinan 0,35 N/A Persen -
perlindungan sosial Ekstrem
d. | Menguatnya Daya Saing Kota Indeks Daya Saing Daerah 4,01 4,16 Indeks 103,74
melalui Inovasi dan
Kolaborasi
3. Tercapainya Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia 84,15 85,05 Indeks 101,07
Madani yang Berkesetaraan
a. | Meratanya kesempatan Indeks dimensi pendidikan 12,52 12,70 Tahun 101,43
pendidikan untuk semua
disertai edukasi pembelajaran
sepanjang hayat
b. | Meningkatnya kualitas dan 1) | Angka Harapan Hidup 75,99 76,27 Tahun 100,37
harapan hidup melalui 2) | Prevalensi stunting (pendek 15,80 17,20 Persen 91,14
perbaikan kesehatan dan sangat pendek) pada
perkotaan Balita
c. | Menurunnya kesenjangan Indeks Pembangunan Gender 96,40 N/A Indeks -
melalui pembangunan
responsive gender
d. | Menguatnya nilai-nilai Indeks Demokrasi 84,57 84,99 Indeks | 100,50
demokrasi, kebangsaan dan
kebinekaan masyarakat

N\
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1)

Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Target Realisasi| Satuan

@] ©) 4) (5) (6)

Capaian

(%)
@)

4.

Terlaksananya transformasi Indeks Reformasi Birokrasi 84 N/A Indeks
pelayanan publik dan manajemen
pemerintahan berintegritas

a. | Meningkatnya kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 93,36 93,73 Indeks | 100,40
aksesibilitas dan kemudahan
layanan masyarakat

b. | Terakselerasinya transformasi | Indeks Sistem Pemerintahan 4,46 4,55 Indeks 102,01
digital dan pengembangan Berbasis Elektronik (SPBE)
ekosistem kota cerdas

c. | Tercapainya perbaikan 1) | Predikat Akuntabilitas Kinerja | 87 (A) 83,67 | Predikat | 96,17
manajemen dan arsitektur Instansi Pemerintah (AKIP) (A
kinerja pemerintah 2) | Indeks Survei Penilaian 80 71,08 Indeks 88,85

Integritas

d. | Terkelolanya keuangan daerah | Opini Laporan Keuangan Daerah WTP WTP Opini 100
yang sehat, transparan dan
akuntabel

e. | Berkembangnya kapasitas Indeks Sistem Merit 350,5 375,5 Indeks | 107,13

profesionalitas dan iklim kerja

aparatur

Sumber: Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

N\

C.

N\

Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Tujuan/Sasaran dan
Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan target kinerja
dalam 4 (empat) tujuan prioritas dalam pembangunan. Hal ini sejalan
dengan arah kebijakan pembangunan Jakarta yang ditujukan dalam
transformasi Jakarta sebagai Kota Global, serta sebagai pendukung
percepatan pembangunan Nasional.
4 (empat) Tujuan Prioritas Pembangunan:
Tujuan 1 - Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan
dan Berkelanjutan (Indikator Kinerja Utama: Indeks Kota Layak
Huni), dengan sasaran:

a) Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang
berkualitas

b) Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas melalui
Pengembangan Kota Berorientasi Transit

c) Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi
Pembangunan Rendah Karbon

d) Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan kota
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Realisasi

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Anggaran Anggaran HIARCIEES
(Rp) (Rp) (%)
)] (@) (©) 4 ®) (6)
7) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Komunitas 927.437.360 900.584.400 97,10
8) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Buku 0 0 0
9) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Orang 5.858.225.000 5.858.225.000 100
Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
10) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Satuan 635.565.409.251 619.134.650.107 97,41
Pendidikan
Numerasi
1) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Orang 0 0 0
Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama
2) Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Orang 0 0 0
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama
3) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Orang 0 0 0
(TIK) untuk Pendidikan
4) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Orang 0 0 0
5) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Komunitas 0 0 0
6) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Satuan 0 0 0
Pendidikan
7) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Buku 0 0 0
8) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Paket 0 0 0
9) Pengembangan konten digital untuk pendidikan Konten Digital 0 0 0
10) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Orang 0 0 0
Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Keamanan
1) Pengembangan konten digital untuk pendidikan Konten Digital 0 0 0
2) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Orang 0 0 0
Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
3) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Satuan 0 0 0
Pendidikan
4) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk Kegiatan 0 0 0
pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
IV-111
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Realisasi

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan An?gs)ran PEREIEEE
@ (@) (©) 4) ©) (6)
Kebinekaan
1) Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan Konten Digital 0 0 0
2) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Orang 0 0 0
Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
3) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Satuan 0 0 0
Pendidikan
4) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk Kegiatan 0 0 0
pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
Inklusivitas
1) Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan Konten Digital 0 0 0
2) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Orang 0 0 0
Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
3) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Satuan 150.695.000 147.840.500 98,11
Pendidikan
4) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk Kegiatan 489.965.000 489.825.000 99,97
pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2.282.749.255.950 | 2.225.887.355.287 97,51
Angka Partisipasi Sekolah
1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Unit 0 0 0
2) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Ruang 0 0 0
3) Penyediaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Menengah Peserta didik 836.412.625.188 835.914.538.370 99,94
Pertama
4) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Dokumen 27.028.000 26.693.500 98,76
Bidang Pendidikan
5) Pembangunan Ruang Kelas Baru Ruang 0 0 0
6) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Paket 713.932.911.568 687.100.699.611 96,24

B\
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Realisasi

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Anggs)ran FERIEIERE
)] . . @ (©) 4 ®) (6)

Literasi

1) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Paket 0 0 0

2) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Orang 381.169.393.877 364.117.504.003 95,53
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

3) Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Orang 0 0 0
Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

4) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Orang 0 0 0
(TIK) untuk Pendidikan

5) Pengembangan konten digital untuk pendidikan Konten Digital 202.525.000 202.525.000 100

6) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Orang 375.600.000 375.600.000 100

7) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik Komunitas 685.219.120 653.211.900 95,33
dan Tenaga Kependidikan

8) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Satuan 345.479.563.197 333.033.069.403 96,40

Pendidikan

9) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Orang 4.007.350.000 4.007.090.000 99,99
Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

10) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Buku 0 0 0

Numerasi

1) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Orang 0 0 0
Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama

2) Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Orang 0 0 0
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama

3) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Orang 0 0 0
(TIK) untuk Pendidikan

4) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik Komunitas 0 0 0
dan Tenaga Kependidikan

5) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Orang 0 0 0

6) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Satuan 0 0 0

Pendidikan

7) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Buku 0 0 0

8) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Paket 0 0 0

9) Pengembangan konten digital untuk pendidikan Konten Digital 0 0 0

10) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Orang 0 0 0
Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

rw 4 : r 4 4
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Realisasi

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan An?gg)ran PEREIEEE
)] @ (©) 4 ®) (6)
Keamanan
1) Pengembangan Konten digital untuk Pendidikan Konten Digital 0 0 0
2) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Orang 0 0 0
Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
3) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Satuan 0 0 0
Pendidikan
4) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk Keluarga 0 0 0
pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
Kebinekaan
1) Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan Konten Digital 0 0 0
2) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Orang 0 0 0
Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
3) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Satuan 0 0 0
Pendidikan
4) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk Kegiatan 0 0 0
pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
Inklusivitas
1) Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan Konten Digital 0 0 0
2) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Orang 0 0 0
Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
3) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Satuan 18.540.000 18.306.000 98,74
Pendidikan
4) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk Kegiatan 438.500.000 438.117.500 99,91
pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
Pendidikan Kesetaraan Pemerataan Kuantitas 192.646.081.441 185.791.906.492 96,44
dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Angka Partisipasi Sekolah
1) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik Dokumen 192.646.081.441 185.791.906.492 96,44
dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
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Realisasi
Anggaran Persentase

(Rp)

)] @ (©) 4 ®) (6)

2) Penataan Pendistribusian Pendidik Laporan 0 0 0
dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,
dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan

E. Pembinaan, Pengembangan, dan Perlindungan Bahasa dan
Sastra yang Penuturannya dalam Daerah

Literasi
1) Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Buku 0 0 0
Penunjang Literasi Kabupaten/Kota
Numerasi
1) Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Buku 0 0 0
Penunjang Literasi Kabupaten/Kota
2. | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA 0 0 0
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINNYA 0 0 0
TOTAL PROGRAM DAN KEGIATAN SPM PENDIDIKAN TINGKAT 8.837.011.977.344 | 8.478.060.081.878 95,94
KABUPATEN/KOTA

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

IV-115



4.7.2 Urusan Kesehatan

a. Urusan Kesehatan Tingkat Provinsi

Tabel IV.42
Program dan Kegiatan SPM Kesehatan Tingkat Provinsi

Realisasi

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan ACEEE Anggaran Persintase
(Rp) (Ro) (%)
@) 2 ®B) 4 ®) (6)
1. | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 9.271.038.925 5.579.818.168 60,19
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
A. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM 9.271.038.925 5.579.818.168 60,19
Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1) Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak Orang 808.981.488 713.099.878 88,15

krisis kesehatan akibat bencana
dan/atau berpotensi bencana

2) Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk Orang 8.462.057.437 4.866.718.290 57,51
pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

2. | PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN LAINNYA 150.156.930.848 120.370.136.145 80,16
A. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.680.140.608 1.497.420.857 89,12

B. Anggaran SPM Kabupaten/Kota 148.476.790.240 118.872.715.288 80,06
TOTAL PROGRAM DAN KEGIATAN SPM KESEHATAN TINGKAT PROVINSI 159.427.969.773 61.061.921.744 79

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026
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b. Urusan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota
Tabel 1V.43

Program dan Kegiatan SPM Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota

Realisasi

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan ACEEE Anggaran FEEENESS
1) 2 3 (O] ©)] (6)
1. | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN 138.964.934.659 110.073.488.029 79,21
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan 138.964.934.659 110.073.488.029 79,21
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1) Pengelolaan pelayanan kesehatan lbu Hamil Orang 5.470.464.990 3.228.224.779 59,01
2) Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin Orang 1.045.164.588 881.118.959 84,30
3) Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir Orang 6.457.856.728 6.143.097.163 95,13
4) Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita Orang 12.892.304.836 11.384.084.049 88,30
5) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Orang 1.105.571.000 1.094.993.000 99,04
6) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif Orang 10.717.404.832 8.847.200.466 82,55
7) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut Orang 44.768.559.343 28.986.758.559 64,75
8) Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi Orang 2.453.816.377 1.934.201.403 78,82
9) Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Orang 4.099.720.429 2.844.944.133 69,39
10) Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Orang 425.060.568 407.700.440 95,92
Jiwa Berat
11) Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Orang 47.860.401.660 43.112.444.558 90,08
12) Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Orang 1.668.609.308 1.208.720.520 72,44
Terinfeksi HIV
2. | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA 20.463.035.114 15.876.466.284 77,58
A. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 9.511.855.581 8.799.227.259 92,51
B. Anggaran SPM Provinsi 10.951.179.533 7.077.239.025 64,63
TOTAL PROGRAM DAN KEGIATAN SPM KESEHATAN TINGKAT 159.427.969.773 125.949.954.313 79

KABUPATEN/KOTA

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026
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4.7.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tingkat Provinsi

Tabel IV.44

Program dan Kegiatan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tingkat Provinsi
REEURES]

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan ACEEE Anggaran FEEENESS
(€] @ 3 Q) 5 (6)
1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan 39.186.444.176 35.248.596.336 89,95
Air Minum
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 39.186.444.176 35.248.596.336 89,95
(SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
1) Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM Dokumen 0 0 0
2) Supervisipembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM Liter/Detik 0 0 0
3) Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan Liter/Detik 0 0 0
4) Peningkatan SPAM jaringan perpipaan SR 0 0 0
5) Perluasan SPAM jaringan perpipaan Dokumen 0 0 0
6) Perbaikan SPAM jaringan perpipaan SR 0 0 0
7) Fasilitasi kerja sama pengelolaan SPAM regional lintas Kab/Kota 0 0 0
kabupaten/kota
8) Pembinaan teknis SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM Kab/Kota 0 0 0
Provinsi
9) Operasi dan pemeliharaan SPAM lintas kabupaten/kota Unit 0 0 0
10) Survei dan investigasi untuk pengembangan SPAM lintas Dokumen 0 0 0
kabupaten/kota
11) Penyediaan lahan untuk pengembangan SPAM lintas Ha 0 0 0
kabupaten/kota
12) Pembentukan organisasi pengelola SPAM lintas kabupaten/kota Badan Usaha 0 0 0
13) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Lembaga 0 0 0
Minum (SPAM)
14) Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Kab/Kota 0 0 0
Air Minum (SPAM) kabupaten/kota
15) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Dokumen 702.383.998 564.834.600 80,42
Penyediaan Air Minum (SPAM)
16) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Orang 0 0 0
dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
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Realisasi

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Anggaran Anggaran HIARCIEES
(Rp) (Ro) (%)
O] @) (©) 4 ®) (6)
17) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Liter/Detik 16.603.859.230 15.003.778.453 90,36
Kabupaten/Kota
18) Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Liter/Detik 0 0 0
Kabupaten/Kota
19) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Unit 21.880.200.948 19.679.983.283 89,94
20) Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Unit 0 0 0
Kabupaten/Kota
21) Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Kab/Kota 0 0 0
Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 487.372.231.558 470.379.541.322 96,51
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik 487.372.231.558 470.379.541.322 96,51
Regional
1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Unit 0 0 0
Pengelolaan Air Limbah Domestik
2) Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Dokumen 0 0 0
Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk
3) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat | Rumah Tangga 0 0 0
4) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Rumah Tangga 0 0 0
Limbah Domestik Regional
5) Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Dokumen 0 0 0
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
6) Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kelompok 0 0 0
Pengelolaan Air Limbah Domestik Masyarakat
7) Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Orang 0 0 0
Domestik
8) Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Dokumen 0 0 0
Kabupaten/Kota
9) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Unit 0 0 0
Domestik
10) Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Kab/Kota 0 0 0
Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota
11) Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) m3/Hari 0 0 0
Terpusat
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Realisasi

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan An?gs)ran PEREIEEE
O] (@) ®) 4 ®) (6)
12) Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Unit 0 0 0
Terpusat
13) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) m3/Hari 428.517.893.445 418.991.254.649 97,78
Terpusat
14) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Orang 2.000.000.000 964.797.711 48,24
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
15) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Dokumen 10.500.000.000 7.987.077.150 76,07
Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
16) Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Kab/Kota 0 0 0
Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota
17) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Lembaga 0 0 0
Limbah Domestik (SPALD)
18) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Unit 46.354.338.113 42.436.411.812 91,55
Domestik (SPALD)
3. | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lainnya 174.826.293.566 | 110.606.508.040 63
1) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 100.500.000.000 53.595.184.575 53,33
Terpusat Skala Perkotaan
2) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam 1.500.000.000 1.185.366.225 79,02
Pengembangan Sistem Pengelola
3) Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 46.918.812.789 42.740.467.283 91,09
Terpusat Skala Perkotaan
4) Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik 22.793.761.670 10.695.056.439 46,92
(SPALD) Setempat
5) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem 3.113.719.107 2.390.433.518 76,77
Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
6) PMD PAM Jaya 348.358.409.591 | 234.877.387.992 67,42
7) PMD PAL Jaya 221.932.528.459 83.088.151.558 37,44
TOTAL PROGRAM DAN KEGIATAN SPM PEKERJAAN UMUM DAN 1.271.675.907.350 934.200.185.248 73,46

PENATAAN RUANG TINGKAT PROVINSI

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026
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b. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten/Kota

Tabel IV.45

Program dan Kegiatan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten/Kota
RCEURES]

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan ACEEE Anggaran FEEENESS
1) 2 3 (O] ©)] (6)
1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan 702.383.998 564.834.600 80,42
Air Minum
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 702.383.998 564.834.600 80,42
(SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
1) Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM Dokumen 0 0 0
2) Supervisi pembangunan/peningkatan/ perluasan/perbaikan SPAM Dokumen 0 0 0
3) Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan Liter/Detik 0 0 0
4) Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan SR 0 0 0
5) Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan Liter/Detik 0 0 0
6) Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan Liter/Detik 0 0 0
7) Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan SR 0 0 0
8) Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan SR 0 0 0
9) Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum Penyelenggara 0 0 0
SPAM
10) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM Badan Usaha 0 0 0
oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri
11) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM Kelompok 0 0 0
oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat Masyarakat
12) Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM Unit 0 0 0
13) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Unit 0 0 0
SPAM
14) Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM Penyelenggara 0 0 0
SPAM
15) Operasi dan pemeliharaan SPAM Unit 0 0 0
di kawasan Perkotaan
16) Operasi dan pemeliharaan SPAM Unit 0 0 0
di kawasan Perdesaan
17) Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Rumah Tangga 0 0 0
Perdesaan
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Realisasi

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan An?gs)ran PEREIEEE
@ (@) (©) 4) ©) (6)

18) Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan - 0 0 0
Perdesaan

19) Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan - 0 0 0

20) Perbaikan SPAM jaringan perpipaan sdi kawasan Perkotaan Unit 0 0 0

21) Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan Unit 0 0 0

22) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Unit 0 0 0
Jaringan Perpipaan

23) Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Lembaga 0 0 0
Minum (SPAM)

24) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Orang 702.383.998 564.834.600 80,42
dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

25) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Dokumen 0 0 0
Penyediaan Air Minum (SPAM)

26) Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Liter/Detik 0 0 0
Perpipaan

27) Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Desa 0 0 0
Air Minum (SPAM) Desa

28) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Liter/Detik 0 0 0
Perpipaan

29) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Unit 0 0 0

30) Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Unit 0 0 0
Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

31) Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Unit 0 0 0
Perpipaan

32) Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan SR 0 0 0
Perpipaan

33) Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Unit 0 0 0
Jaringan Perpipaan
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Realisasi

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Anggaran Anggaran MR
(Rp) (Ro) (%)
)] (@) (©) 4 ®) (6)
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 172.761.818.890 109.117.086.344 63,16
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik 172.761.818.890 109.117.086.344 63,16
(SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota
1) Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Dokumen 0 0 0
Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota

2) Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasa Sistem Dokumen 0 0 0
Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota

3) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga 0 0 0
Terpusat skala kota

4) Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengeloaan Air limbah Rumah Tangga 0 0 0
Domestik terpusat skala kota

5) Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengeloaan Air limbah Rumah Tangga 0 0 0
Domestik terpusat skala kpermukiman

6) Pembangunan/penyediaan sub sistem pengelolaan setempat Rumah Tangga 0 0 0

7) Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik Orang 0 0 0

8) Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Kelompok 0 0 0
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Masyarakat

9) Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Unit 0 0 0
Domestik

10) Operasi dan pemeliharaan Pengelolaan Air Limbah Domestik Unit 0 0 0

11) Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Dokumen 0 0 0
Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman

12) Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga 0 0 0
terpusat skala permukiman

13) Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja Unit 0 0 0

14) Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja Rumah Tangga 0 0 0

15) Pembangunan/Penyediaan sarana dan prasarana IPLT m3/Hari 0 0 0

16) Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT m3/Hari 0 0 0

17) Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Dokumen 0 0 0
sarana dan prasarana IPLT

18) Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Unit 0 0 0
Terpusat Skala Kawasan Tertentu

19) Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Unit 0 0 0
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Realisasi

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan An?gs)ran PEREIEEE
)] (@) (©) 4 ®) (6)

20) Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) m3/Hari 0 0 0
Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat

21) Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) m3/Hari 0 0 0

22) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) m3/Hari 100.500.000.000 53.595.184.575 53,33
Terpusat Skala Permukiman

23) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) m3/Hari 0 0 0
Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat

24) Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Unit 0 0 0
Terpusat Skala Perkotaan

25) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) m?3/Hari 0 0 0
Terpusat Skala Perkotaan

26) Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Unit 0 0 0
Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota

27) Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) m?3/Hari 0 0 0
Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat

28) Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) m?3/Hari 0 0 0
Terpusat Skala Perkotaan

29) Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Unit 0 0 0
Terpusat Skala Permukiman

30) Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) m3/Hari 0 0 0
Terpusat Skala Kawasan Tertentu

31) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) m3/Hari 0 0 0
Terpusat Skala Kawasan Tertentu

32) Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) m3/Hari 0 0 0
Terpusat Skala Permukiman

33) Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Rumah Tangga 0 0 0

34) Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Desa 0 0 0
Domestik (SPALD) Desa

35) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Penyelenggara 0 0 0
Limbah Domestik (SPALD)

36) Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) m3/Hari 0 0 0

37) Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Unit 0 0 0

38) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Unit 46.354.338.113 42.436.411.812 91,55
Domestik (SPALD)
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Realisasi

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Anggaran Anggaran HIARCIEES
(Rp) (Ro) (%)
O] @ (©) 4 ®) (6)
39) Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Rumah Tangga 22.793.761.670 10.695.056.439 46,92
(SPALD) Setempat
40) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Orang 0 0 0
SistemPengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
41) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Dokumen 3.113.719.107 2.390.433.518 76,77
Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Lainnya 1.098.211.704.462 824.518.264.304 62,79
1) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas 16.603.859.230 15.003.778.453 90,36
Kabupaten/Kota
2) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 21.880.200.948 19.679.983.283 89,94
3) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 428.517.893.445 418.991.254.649 97,78
Terpusat
4) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam 2.000.000.000 964.797.711 48,24
Pengembangan Sistem Pengelolaan
5) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem 10.500.000.000 7.987.077.150 76,07
Pengelolaan Air Limbah
6) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam 1.500.000.000 1.185.366.225 79,02
Pengembangan Sistem Pengelolaan
7) Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 46.918.812.789 42.740.467.283 91,09
Terpusat Skala Permukiman
8) PMD PAM Jaya 348.358.409.591 | 234.877.387.992 67,42
9) PMD PAL Jaya 221.932.528.459 83.088.151.558 37,44
TOTAL PROGRAM DAN KEGIATAN SPM PEKERJAAN UMUM DAN 1.271.675.907.350 934.200.185.248 73,46
PENATAAN RUANG TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026




4.7.4 Urusan Perumahan Rakyat
a. Urusan Perumahan Rakyat Tingkat Provinsi

Tabel IV.46
Program dan Kegiatan SPM Perumahan Rakyat Tingkat Provinsi

Realisasi

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan ACEEE Anggaran FEEENESS
(€] @ 3 Q) 5 (6)
1. Program Pengembangan Perumahan 159.300.000.000 112.945.496.000 71,34
A. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 0 0 0
atau Relokasi Program Provinsi
1) Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena Dokumen 0 0 0
relokasi program Provinsi
2) Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi Dokumen 0 0 0
perumahan
3) Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya Dokumen 0 0 0
yang belum tertangani
4) Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana Dokumen 0 0 0
5) Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana Dokumen 0 0 0
alam atau terkena relokasi program Provinsi
6) Pendataan rumah sewa milik masyarakat rumah susun dan rumah Dokumen 0 0 0
khusus
7) Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Dokumen 0 0 0
Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi
8) Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Dokumen 0 0 0
Relokasi Program Provinsi
9) Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi Dokumen 0 0 0
10) Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Dokumen 0 0 0
Bencana Provinsi
11) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi Dokumen 0 0 0
B. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau 159.300.000.000 112.945.496.000 70,90
Relokasi Program Provinsi
1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Unit Rumah 0 0 0
2) Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) Dokumen 0 0 0
bagi rumah korban bencana atau relokasi program Provinsi
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3) Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban Ha 0 0 0
bencana
4) Pembangunan rumah bagi korban bencana Unit Rumah 0 0 0
5) Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana Unit Rumah 159.300.000.000 112.945.496.000 70,90
atau relokasi program Provinsi
6) Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada Unit Rumah 0 0 0
relokasi program Provinsi
7) Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi Rumah Tangga 0 0 0
8) Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Unit Rumah 0 0 0
Program Provinsi
9) Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan bagi Unit Rumah 0 0 0
Korban Bencana Provinsi
10) Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Rumah Tangga 0 0 0
Relokasi Program Provinsi
11) Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Unit Rumah 0 0 0
Terkena Relokasi Program Provinsi
12) Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Unit Rumah 0 0 0
Provinsi
3. | Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Lainnya 0 0 0
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINNYA 0 0 0
TOTAL PROGRAM DAN KEGIATAN SPM PERUMAHAN RAKYAT 159.300.000.000 112.945.496.000 71,34

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026
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4.7.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
a. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi

Tabel V.47

Program dan Kegiatan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi

Anggaran e Persentase
Anggaran

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan

@) @ (©) ) ®) (6)

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 297.685.365.921 235.168.962.692 79,00
(Trantibum)
A. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 291.482.168.481 229.264.018.472 78,65
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
1) Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kasus 0 0 0

melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan penyuluhan,
Pelaksanaan patroli, Pengamanan dan Pengawalan

2) Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kasus 0 0 0
berdasarkan Perda dan Perkada melalui penerbitan dan
penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

3) Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan Dokumen 0 0 0
perlindungan masyarakat tingkat Provinsi

4) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka Dokumen 0 0 0
ketenteraman dan ketertiban umum

5) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Orang 0 0 0

Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan
tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia

6) Kerja sama antar-lembaga dan kemitraan dalam teknik Dokumen 0 0 0
pencegahan kejahatan

7) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Unit 0 0 0
ketenteraman dan ketertiban umum

8) Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Dokumen 0 0 0

9) Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Laporan 0 0 0
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

10) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat Orang 10.164.512.419 10.048.535.110 98,86

11) Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Dokumen 0 0 0
Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP

12) Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi Dokumen 0 0 0
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13) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Unit 0 0 0
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

14) Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dokumen 34.757.028.693 32.571.892.309 93,71
dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi

15) Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Laporan 0 0 0
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

16) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Laporan 795.018.471 737.113.836 92,72
Ketenteraman dan Ketertiban Umum

17) Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Laporan 241.642.783.000 | 1181.977.938.810 75,31
Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,
dan Pengawalan

18) Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui Orang 4.001.250.898 3.817.763.407 95,41
pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang
bernuansa Hak Asasi Manusia

19) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Laporan 121.575.000 110.775.000 91,12
Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui
Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur 5.554.456.994 5.268.903.140 94,86

1) Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Laporan 3.015.919.039 2.827.015.134 93,74

2) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Laporan 780.996.925 763.823.142 97,80
Daerah dan Peraturan Gubernur

3) Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Laporan 1.757.541.030 1.678.064.864 95,48
Gubernur

4) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Unit 0 0 0
Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan
Ruang Penyimpanan Barang Bukti)

5) Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah Laporan 0 0 0
dan Peraturan Gubernur

6) Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Dokumen 0 0 0
Gubernur

7) Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Laporan 0 0 0
Daerah
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8) Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Laporan 0 0 0
Daerah dan Peraturan Gubernur
9) Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Dokumen 0 0 0
Peraturan Daerah
C. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi 648.740.446 636.041.080 98,04
1) Pengembangan kapasitas dan karier PPNS Laporan 648.740.446 636.041.080 98,04
2) Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS Penegak Dokumen 0 0 0
Peraturan Daerah, Dukungan pelaksanaan sidang di tempat,
penguatan sekretariat bersama PPNS
3) Pembentukan Sekretariat PPNS Dokumen 0 0 0
4) Kerja Sama Antar-Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Dokumen 0 0 0
Penegakan Peraturan Daerah
5) Dukungan Operasional Sekretariat PPNS Laporan 0 0 0
6) Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah Satuan 0 0 0
2. | Program, Kegiatan, dan Subegiatan Lainnya
1) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka 1.051.411.259 977.163.154 92,94
ketentraman dan ketertiban umum
2) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan 893.758.187 867.069.758 97,01
Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan
tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
3) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2.274.503.915 2.258.061.600 99,28
Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan
Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan
4) Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1.004.220.000 991.620.000 98,75
berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
5) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 554.041.277 548.370.476 98,98
Ketentraman dan Ketertiban Umum
6) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 1.466.035.142 1.388.862.969 94,74
Daerah
7) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan 4.038.162.176 3.527.012.205 87,34
Kepala daerah
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8) Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan 1.264.275.587 1.260.095.140 99,67
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
3. Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan) 109.570.179.524 101.303.193.393 92,46
A. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 7.193.687.816 7.081.113.117 98,44
1) Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0
2) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan Orang 7.193.687.816 7.081.113.117 98,44
bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)
B. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 86.729.629.596 84.260.988.568 97,15
1) Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0
2) Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota Orang 1.530 1.530 100
3) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana Dokumen 0 0 0
kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota
4) Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana Unit 0 0 0
Kabupaten/Kota
5) Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan Kawasan 6 6 100
kesiapsiagaan
6) Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan Kawasan 6 6 100
kesiapsiagaan bencana
7) Penanganan pascabencana Kabupaten/ Kota - 5 5 100
8) Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Orang 60 60 100
Kabupaten/Kota
9) Penyusunan rencana kontijensi Dokumen 2 2 100
10) Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana Orang 26 26 100
11) Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana Dokumen 0 0 0
12) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Keluarga 0 0 0
13) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Kegiatan 0 0 0
14) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0
15) Penyediaan Peralatan Perlindungan Unit 4 4 100
dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
16) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Kawasan 6 6 100
17) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Laporan 5 5 100

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

.

IV-131




Realisasi

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan TG Anggaran PEREIEEE
(Rp) (Rp) (%)
O] &) (©) 4 ®) (6)
C. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 15.646.862.112 9.961.091.708 63,66
1) Respons cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis Laporan 0 0 0
prioritas
2) Respons cepat penanganan darurat bencana kabupaten/kota Dokumen 12 12 100
3) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Orang 365 365 100
4) Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Dokumen 0 0 0
Kabupaten/Kota
5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Orang 0 0 0
penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota
6) Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Orang 35.000 35.000 100
Kabupaten/Kota
7) Respons cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit Dokumen 0 0 0
8) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana Laporan 0 0 0
D. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 0 0 0
1) Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0
2) Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0
3) Kerja sama antar-lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan Dokumen 1 1 100
bencana Kabupaten/Kota
4) Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Dokumen 12 12 100
5) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan Laporan 0 0 0
bencana
6) Penanganan pascabencana kabupaten/kota Dokumen 4 4 100
7) Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Orang 5 5 100
Kabupaten/Kota
8) Bimbingan Teknis Pascabencana Kabupaten/Kota Orang 0 0 0
9) Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Dokumen 0 0 0
Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
10) Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Dokumen 1 1 100
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11) Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam Lembaga 28 28 100
penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
12) Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana Laporan 0 0 0
lintas Kab/Kota
13) Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen 1 1 100
Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)
Kab/Kota
4. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran 524.705.692.778 501.272.689.587 95,53
dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)
A. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan 210.925.754.243 205.615.920.334 97,48
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota
1) Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0
2) Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Dokumen 172.755.647.008 169.539.530.891 98,14
Kabupaten/Kota
3) Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non Laporan 0 0 0
kebakaran
4) Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Dokumen 0 0 0
daerah Kabupaten/Kota
5) Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan Unit 3.832.531.914 3.700.760.617 96,56
kebakaran dan Alat Pelindung Diri
6) Pembinaan aparatur pemadam kebakaran Dokumen 1.837.297.097 1.732.850.465 94,32
7) Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Unit 2.532.358.777 2.072.057.082 81,82
Penyelamatan (SKIK)
8) Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Dokumen 0 0 0
Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
9) Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran Laporan 0 0 0
dan analis kebakaran
10) Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Dokumen 0 0 0
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11) Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Dokumen 0 0 0
12) Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran Dokumen 0 0 0
dan Penyelamatan
13) Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Dokumen 0 0 0
14) Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan Unit 29.765.697.769 28.371.807.317 95,32
kebakaran dan Alat Pelindung Diri
15) Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar-daerah Orang 202.221.678 198.913.962 98,36
berbatasan, antar-lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan,
penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan
non kebakaran
16) Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga Dokumen 0 0 0
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 54.881.366 52.407.638 95,49
1) Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran Dokumen 0 0 0
2) Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran Dokumen 54.881.366 52.407.638 95,49
Investigasi Kejadian Kebakaran 0 0 0
1) Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian Dokumen 0 0 0
penyebab kejadian kebakaran
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 11.555.103.261 8.027.175.306 69,47
1) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan Orang 1.683.544.063 1.621.609.378 96,32
penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi
masyarakat
2) Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran Desa 2.475.554.934 2.355.495.136 95,15
3) Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam Dokumen 7.396.004.264 4.050.070.792 54,76
kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana
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E. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap 2.466.794.782 2.130.517.206 86,37
Kondisi Membahayakan Manusia
1) Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada Laporan 0 0 0

peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam
keselamatan manusia

2) Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan Dokumen 538.959.807 489.972.135 90,91
terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan
evakuasi

3) Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi Laporan 0 0 0
membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi

4) Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan Unit 1.927.834.975 1.640.545.071 85,10
terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan
evakuasi

TOTAL PROGRAM DAN KEGIATAN SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN 310.231.773.464 246.987.217.994 79,61

UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penanggulangan

Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026
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b. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
Tabel 1V.48

Program dan Kegiatan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

Realisasi

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan TG Anggaran PEREIEEE
(Rp) (Ro) (%)
)] (@) (©) 4 ®) (6)
1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.546.407.543 11.818.255.302 94,20
(Trantibum)
A. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.777.934.638 5.642.284.988 97,65
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1) Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Dokumen 0 0 0
serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota
2) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka Dokumen 1.051.411.259 977.163.154 92,94
ketenteraman dan ketertiban umum
3) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Orang 893.758.187 867.069.758 97,01
Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan
tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
4) Kerja sama antar-lembaga dan kemitraan dalam teknik Dokumen 0 0 0
pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan
ketertiban umum
5) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Unit 0 0 0
ketenteraman dan ketertiban umum
6) Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Dokumen 0 0 0
7) Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Laporan 0 0 0
Daerah dan Perkada
8) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Orang 0 0 0
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji
Kompetensi bagi Pejabat Fungsional
9) Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Dokumen 0 0 0
Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP
10) Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk Orang 0 0 0
usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi
dan kenaikan jenjang jabatan
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11) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat Orang 0 0 0

12) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Orang 0 0 0
Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas

13) Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kasus 0 0 0
melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan,
pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan

14) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Laporan 2.274.503.915 2.258.061.600 99,28
Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

15) Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Laporan 1.004.220.000 991.620.000 98,75
berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

16) Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Kasus 0 0 0
berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan
penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

17) Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Laporan 0 0 0
Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah

18) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Unit 554.041.277 548.370.476 98,98
Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan 6.768.472.905 6.175.970.314 91,25

Bupati/Wali Kota

1) Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Laporan 0 0 0

2) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Laporan 0 0 0
Daerah dan Peraturan Gubernur

3) Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Laporan 0 0 0
Gubernur

4) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Unit 0 0 0
Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan
Ruang Penyimpanan Barang Bukti)

5) Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Laporan 0 0 0
Peraturan Gubernur

6) Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Dokumen 0 0 0
Gubernur
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7) Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Laporan 0 0 0
Daerah
8) Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Laporan 0 0 0
Daerah dan Peraturan Gubernur
9) Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Dokumen 0 0 0
Peraturan Daerah
10) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Laporan 1.466.035.142 1.388.862.969 94,74
Daerah
11) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Laporan 4.038.162.176 3.527.012.205 87,34
Kepala daerah
12) Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Laporan 1.264.275.587 1.260.095.140 99,67
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 0 0 0
1) Pembentukan Sekretariat PPNS Dokumen 0 0 0
2) Kerja Sama Antar-Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Dokumen 0 0 0
Penegakan Peraturan Daerah
3) Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah Laporan 0 0 0
4) Dukungan Operasional Sekretariat PPNS Laporan 0 0 0
5) Pengembangan kapasitas dan karier PPNS Laporan 0 0 0
2. Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan) 109.570.179.524 101.303.193.393 92,46
A. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 7.193.687.816 7.081.113.117 98,44
1) Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0
2) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan Orang 7.193.687.816 7.081.113.117 98,44
bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)
B. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 86.729.629.596 84.260.988.568 97,15
1) Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0
2) Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota Orang 7.335.564.448 7.097.779.371 96,76
3) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana Dokumen 25.585.328.039 24.657.285.722 96,37
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4) Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana Unit 52.831.550.007 51.814.483.402 98,07
Kabupaten/Kota

5) Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan Kawasan 0 0 0
kesiapsiagaan

6) Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan Kawasan 0 0 0
kesiapsiagaan bencana

7) Penanganan pascabencana kabupaten/kota - 0 0 0

8) Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Orang 192.000.000 0 0
Kabupaten/Kota

9) Penyusunan rencana kontijensi Dokumen 417.162.966 341.070.000 81,76

10) Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana Orang 368.024.136 350.370.073 95,20

11) Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana Dokumen 0 0 0

12) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Keluarga 0 0 0

13) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Kegiatan 0 0 0

14) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0

15) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Unit 0 0 0
Bencana kabupaten/kota

16) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Kawasan 0 0 0

17) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Laporan 0 0 0
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 15.646.862.112 9.961.091.708 63,66

1) Respons cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis Laporan 0 0 0
prioritas

2) Respons cepat penanganan darurat bencana kabupaten/kota Dokumen 15.274.871.960 9.591.724.398 62,79

3) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Orang 371.990.152 369.367.310 99,29

4) Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Dokumen 0 0 0
Kabupaten/Kota

5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Orang 0 0 0
penangananan keadaan darurat kabupaten/kota

6) Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Orang 0 0 0
kabupaten/kota

7) Respons cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit Dokumen 0 0 0

8) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana Laporan 0 0 0
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D. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 0 0 0
1) Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0
2) Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0
3) Kerja sama antar-lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan Dokumen 0 0 0
bencana Kabupaten/Kota
4) Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Dokumen 0 0 0
5) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan Laporan 0 0 0
bencana
6) Penanganan pascabencana Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0
7) Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Orang 0 0 0
Kabupaten/Kota
8) Bimbingan Teknis Pascabencana Kabupaten/Kota Orang 0 0 0
9) Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Dokumen 0 0 0
Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
10) Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0
11) Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam Lembaga 0 0 0
penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
12) Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana Laporan 0 0 0
lintas Kab/Kota
13) Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen 0 0 0
Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)
Kab/Kota
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran 524.705.692.778 501.272.689.587 95,53
dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)
A. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan 210.925.754.243 205.615.920.334 97,48
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota
1) Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0
2) Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Dokumen 172.755.647.008 169.539.530.891 98,14
Kabupaten/Kota
3) Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non Laporan 0 0 0
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4) Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Dokumen 0 0 0
daerah Kabupaten/Kota

5) Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan Unit 3.832.531.914 3.700.760.617 96,56
kebakaran dan Alat Pelindung Diri

6) Pembinaan aparatur pemadam kebakaran Dokumen 1.837.297.097 1.732.850.465 94,32

7) Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Unit 2.532.358.777 2.072.057.082 81,82
Penyelamatan (SKIK)

8) Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Dokumen 0 0 0
Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)

9) Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran Laporan 0 0 0
dan analis kebakaran

10) Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Dokumen 0 0 0
Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)

11) Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Dokumen 0 0 0

12) Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran Dokumen 0 0 0
dan Penyelamatan

13) Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Dokumen 0 0 0

14) Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan Unit 29.765.697.769 28.371.807.317 95,32
kebakaran dan Alat Pelindung Diri

15) Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar-daerah Orang 202.221.678 198.913.962 98,36
berbatasan, antar-lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan,
penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan
non kebakaran

16) Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga Dokumen 0 0 0

Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 54.881.366 52.407.638 95,49

1) Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran Dokumen 0 0 0

2) Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran Dokumen 54.881.366 52.407.638 95,49

Investigasi Kejadian Kebakaran 0 0 0

1) Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian Dokumen 0 0 0
penyebab kejadian kebakaran
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D. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

11.555.103.261

8.027.175.306

69,47

1)

Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan
penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi
masyarakat

Orang

1.683.544.063

1.621.609.378

96,32

2)

Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran

Desa

2.475.554.934

2.355.495.136

95,15

3)

Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam
kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana

Dokumen

7.396.004.264

4.050.070.792

54,76

E. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap
Kondisi Membahayakan Manusia

2.466.794.782

2.130.517.206

86,37

1)

Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada
peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam
keselamatan manusia

Laporan

0

0

2)

Standarisasi sarana dan prasarana pencarian
dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan
manusia/penyelamatan dan evakuasi

Dokumen

538.959.807

489.972.135

90,91

3)

embinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi
membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi

Laporan

0

0

4)

Pengadaan sarana dan prasarana pencarian
dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan
manusia/penyelamatan dan evakuasi

Unit

1.927.834.975

1.640.545.071

85,10

PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN LAINNYA

1)

Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
SK: Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)

157.704.000

137.064.000

86,91

2)

Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
SK: Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan
Provinsi dan Kabupaten/Kota

11.004.220.541

10.595.627.963

96,29

3)

Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
SK: Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan.
penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri

280.219.958.492

266.867.136.766

95,23

4)

Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
SK: Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan
penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri

2.664.055.122

2.531.908.152

95,04
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5)

Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
SK: Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan
pertolongan terhadap kondisi membahayakan
manusia/penyelamatan dan evakuasi

348.608.790

326.733.606

93,73

6)
7

Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
SK: Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan
pertolongan terhadap kondisi membahayakan
manusia/penyelamatan dan evakuasi

477.135.180

451.636.578

94,66

8)

Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran

SK: Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada
pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan,
penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non
kebakaran

4.120.609.645

3.862.794.920

93,74

9)

Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
SK: Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran
dan penyelamatan secara terintegrasi

455.700.356

426.304.918

93,55

10) Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan,

Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran
SK: Pembinaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan,
penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran

255.167.000

247.462.200

96,98

TOTAL PROGRAM DAN KEGIATAN SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN
UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA

646.822.279.845

614.394.138.282

94,99

Sumber:

B\
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4.7.6. Urusan Sosial

a. Urusan Sosial Tingkat Provinsi

Tabel V.49

Program dan Kegiatan SPM Sosial Tingkat Provinsi

Realisasi

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan ACEEE Anggaran FEEENESS
(€] @ 3 Q) 5 (6)
1. Program Rehabilitasi Sosial 241.530.878.414 233.734.508.579 96,77
A. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di 116.585.019.870 113.019.546.562 96,94
dalam Panti
1) Penyediaan permakanan Orang 64.514.162.375 62.567.069.482 96,98
2) Penyediaan sandang Orang 19.885.843.894 19.455.200.435 97,83
3) Penyediaan asrama yang mudah diakses Orang 619.221.103 584.883.864 94,45
4) Penyediaan alat bantu Orang 296.036.565 292.884.600 98,94
5) Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti Orang 1.112.113.314 995.646.301 89,53
6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial Orang 3.859.285.793 3.740.227.445 96,92
7) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari Orang 24.952.754.667 24.051.101.543 96,39
8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Orang 0 0 0
penyandang disabilitas
9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar Orang 0 0 0
10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 0 0 0
11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 0 0 0
12) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial Dokumen 1.345.602.159 1.332.532.892 99,03
dasar penyandang disabilitas telantar
B. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti 38.168.941.897 36.388.508.090 95,34
1) Pengasuhan Orang 0 0 0
2) Penyediaan makanan Orang 14.492.706.185 13.777.146.935 95,06
3) Penyediaan sandang Orang 5.503.730.820 5.271.525.583 95,78
4) Penyediaan asrama yang mudah diakses Orang 840.449.057 766.521.113 91,20
5) Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti Orang 152.155.129 144.167.639 94,75
6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 4.779.718.515 4.671.375.480 97,73
7) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari Orang 12.262.482.191 11.620.071.340 94,76
8) Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan Orang 0 0 0
dan Kartu Identitas Anak
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9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar Orang 0 0 0
10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 0 0 0
11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 0 0 0
12) Akses layanan pengasuhan kepada keluarga penganti Orang 137.700.000 137.700.000 100
13) Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi Dokumen 0 0 0
sosial dasar anak telantar di dalam panti
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti 44.022.187.745 42.819.234.786 97,27
1) Penyediaan permakanan Orang 21.696.169.541 21.265.180.616 98,01
2) Penyediaan sandang Orang 5.689.717.808 5.569.436.693 97,89
3) Penyediaan asrama yang mudah diakses Orang 3.197.167.934 3.145.094.716 98,37
4) Penyediaan alat bantu Orang 71.183.969 70.173.090 98,58
5) Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial Orang 332.164.267 276.003.088 83,09
6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Orang 1.521.735.565 1.510.553.337 99,27
7) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari Orang 11.514.048.661 10.982.793.246 95,39
8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Orang 0 0 0
penyandang disabilitas
9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar Orang 0 0 0
10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 0 0 0
11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 0 0 0
12) Pemulasaraan Orang 0 0 0
13) Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi Dokumen 0 0 0
sosial dasar gelandangan dan pengemis telantar di dalam panti
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam 42.754.728.902 41.507.219.141 97,08
Panti
1) Penyediaan permakanan Orang 24.884.209.053 24.324.092.524 97,75
2) Penyediaan sandang Orang 8.320.499.628 8.066.150.432 96,94
3) Penyediaan asrama/wisma yang mudah diakses Orang 568.605.223 494.942.649 87,05
4) Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti Orang 307.839.187 275.690.543 89,56
5) Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual Orang 877.581.353 837.564.715 95,44
dan sosial
6) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari Orang 7.795.994.458 7.508.778.278 96,32
7) Pemberian bimbingan keterampilan dasar Orang 0 0 0
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8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Orang 0 0 0
Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar Orang 0 0 0
10) Pemulangan ke daerah asal Orang 0 0 0
11) Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi Dokumen 0 0 0
sosial dasar gelandangan dan pengemis telantar di dalam panti
2. Program Penanganan Bencana 45.424.127.506 30.918.533.273 68,07
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 45.424.127.506 30.918.533.273 68,07
1) Penyediaan Permakanan Orang 17.814.766.683 12.247.179.244 68,75
2) Penyediaan Sandang Orang 22.941.132.952 14.442.327.233 62,95
3) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Unit 4.268.844.944 3.862.836.464 90,49
4) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Orang 0 0 0
5) Pelayanan Dukungan Psikososial Orang 399.382.927 366.190.332 91,69
3. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Lainnya
1) SPM Bidang Sosial - Jaya Raya 57.818.284.817 55.100.952.170 95,30
2) CSR oleh Masyarakat dan Lembaga pada Provinsi 4.671.520.884 4.671.520.884 100
TOTAL PROGRAM DAN KEGIATAN SPM SOSIAL TINGKAT PROVINSI 349.444.811.621 324.425.514.906 92,84

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026
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b. Urusan Sosial Tingkat Kabupaten/Kota
Tabel IV.50

Program dan Kegiatan SPM Sosial Tingkat Kabupaten/Kota

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan

@

Anggaran

)

EEEURES]
Anggaran

Persentase

(6)

1. | Program Rehabilitasi Sosial 57.818.284.819 55.100.952.170 95,30
A. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak 57.818.284.819 55.100.952.170 95,30
Telantar,
Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Sosial
1) Penyediaan permakanan Orang 0 0 0
2) Penyediaan sandang Orang 199.372.477 180.773.535 0
3) Penyediaan alat bantu Orang 19.095.394.085 18.565.201.954 0
4) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 0 0 0
5) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial Orang 5.407.893.825 5.072.349.153 0
6) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang Orang 0 0 0
disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta
gelandangan pengemis dan masyarakat
7) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Orang 0 0 0
Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
8) Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar Orang 0 0 0
9) Pemberian layanan data dan pengaduan Orang 184.525.000 184.305.000 0
10) Pemberian layanan kedaruratan Orang 0 0 0
11) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 0 0 0
12) Pemberian layanan rujukan Dokumen 32.931.099.432 31.098.322.528 0
B. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 0 0 0
Kabupaten/Kota
1) Penyediaan makanan Orang 0 0 0
2) Penyediaan sandang Orang 0 0 0
3) Penyediaan tempat penampungan pengungsi Unit 0 0 0
4) Penanganan khusus bagi kelompok rentan Orang 0 0 0
5) Pelayanan dukungan Psikososial Orang 0 0 0




Realisasi

TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan Anggaran Anggaran Persgntase
(Rp) Rp) (%)
@ (@) (©) 4 ©) (6)
2. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Lainnya 291.626.526.804 269.362.006.599 92,36
1) SPM Bidang Sosial - Provinsi DKI Jakarta 286.955.005.92 264.690.485.71 92,24
2) CSR oleh Masyarakat dan Lembaga pada Provinsi 4.671.520.884 4.671.520.884 100
TOTAL PROGRAM DAN KEGIATAN SPM SOSIAL 349.444.811.623 324.462.958.769 92,85

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026
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BAB V
PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), sebagai capaian atas
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025
dengan memedomani dan menginterpretasikan peraturan terkait LPPD telah
dilaksanakan oleh para kepala perangkat daerah pengampu masing-masing urusan
pemerintahan secara tepat guna dan hasil guna, dan sebagai penutup disampaikan

hal-hal sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan
1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun
2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dengan alat ukur indikator penilaian evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja
Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
Selanjutnya, Provinsi DKI Jakarta melalui tim penyusun telah menyelesaikan
LPPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dengan melakukan penginputan
dokumen LPPD, indikator kinerja makro, dan indikator kinerja kunci provinsi
pada Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(SILPPD) Kementerian Dalam Negeri berdasarkan prinsip transparansi,

akuntabel, akurat, dan objektif.
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2. Bahwa atas pemenuhan 6 indikator kinerja makro dan 105 indikator kinerja
kunci provinsi, perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah di Provinsi
DKI Jakarta telah melalui tahapan pengumpulan, pengolahan elemen data
disertai dengan dokumen pendukung dari kepala perangkat daerah/kepala
unit kerja perangkat daerah sebagai informasi utama untuk pemenuhan data
indikator kinerja makro dan indikator kinerja kunci provinsi per urusan
pemerintahan yang juga didukung dari data Badan Pusat Statistik dan/atau

instansi terkait lainnya.

5.2 Saran

1. Provinsi DKI Jakarta dengan kekhususannya dapat dipertimbangkan
terhadap beberapa indikator kinerja kunci provinsi yang tidak ada
kewenangannya di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dapat disesuaikan dengan
kondisi faktual kewenangan Provinsi DKI Jakarta dan tugas fungsi perangkat
daerah yang secara nyata berbeda dengan daerah lainnya, seperti halnya
kinerja penyelenggaraan urusan:

a. Pekerjaan umum dan penataan ruang terkait persentase kondisi irigasi
kewenangan provinsi;

b. Pemberdayaan masyarakat dan desa terkait persentase peningkatan
status desa mandiri dan persentase fasilitasi kerja sama desa,;

c. Kehutanan terkait persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi,
persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam
skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan
kemitraan kehutanan, dan persentase penurunan kerusakan hutan yang
menjadi kewenangan provinsi;dan

d. Energi dan sumber daya mineral terkait persentase usaha tambang
sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar peraturan perundang-
undangan.

2. Sekiranya pedoman penyusunan LPPD disampaikan sebelum tahun
berjalan, dengan harapan agar pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten/kota dapat mempersiapkan hal-hal terkait penyusunan LPPD
lebih awal sehingga dokumen LPPD vyang disampaikan maksimal

berdasarkan prinsip transparansi, akuntabel, akurat dan objektif.
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3. Berkenan Kementerian Dalam Dalam Negeri dapat memberikan hasil
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) kepada
pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota selambatnya 6 bulan sejak
batas akhir penyampaian LPPD (3 bulan setelah tahun anggaran berakhir)
sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, sehingga memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah provinsi
dan kabupaten/kota untuk melakukan evaluasi mandiri atas capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahannya dan melaksanakan pengembangan
kapasitas daerah terhadap kapasitas kebijakan, kelembagaan dan sumber

daya manusia.

Semoga dengan tersusunnya LPPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ini dapat
memberikan masukan terhadap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dalam
menetapkan kebijakan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi dan
kapasitas daerah dalam rangka orkestrasi kinerja Provinsi DKI Jakarta sesuai
dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2029 "Jakarta
Kota Global dan Pusat Perekonomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan

Menyejahterakan Seluruh Warganya”.
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BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI DKI JAKARTA
GRHA ALI SADIKIN LANTAI 10 BALAI KOTA PROVINSI DKI JAKARTA



